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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …ʻ… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
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3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
  Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
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3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
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rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini didasari pada kemunculan polemik terkait ditertibkanya 
perpres No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Menjadi perlu 
dikaji apakah penting proses tersebut diterbitkan. Dalam pengkajian tersebut 
menggunakan pisau analisis yitu mas}lah}ah mursalahdan hukum progrsif. Dalam 
penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah memiliki kesesuaian dengan 
aspek maqhosid asyariah dengan kajian mas}lah}ah mursalahdan keadilan menurut 
hukum progresif. 
Metode penelitian yang digunakan ole adalah penelitian kualitatifdan 
termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research).Sifat penelitiandeskriptif 
analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputibahan 
hukum primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing  dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan 
Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, bahan hukum sekunderyaitu literatur, 
makalah, dokumen, karya atau buku serta tulisan ilmiah, bahanhukum tersier yaitu 
kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah. 
Dalam penelitian ini diketemukan sebuah hasil bahwa perpres ini telah 
memenuhi ketentuan maslahah mursalah dan hukum progresif. Menurut maslahah 
mursalah yang mana memiliki syarat untuk meniadakan mudarat dan 
mendatangkan maslahah perpres ini sudah bias dikatakan telah memeniuhi syarat. 
Sedangkan bagi hukum progresif, perpres ini telah memenuhi ketentuan disebut 
sebagai hukum untuk manusia yang memiliki asas keadilan, kesejahteraan dan 
kepedulian. Maka sudah dapat dipastikan bahwa perpres nomor 20 tahun 2018 
tidak bertentangan dengan hukum progresif dan mas}lah}ah mursalah melainkan 
perpres tersebut menjadi bentuk mas}lah}ah mursalah dan hukum progresif. 
 
Kata Kunci : Hukum Progresif, Mas}lah}ah Mursalah, Tenaga Kerja Asing, 
Peraturan Presiden. 
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ABSTRACT 
This research is based on the emergence of related polemics issued 
Presidential Regulation No 20 Year 2018 concerning the use of foreign workers. It 
becomes necessary to examine whether the importance of the Perpres is issued In 
the study using a knife analysis, namely maslahah mursalah and progressive law. 
In this study it aims to find out whether it has the suitabiliyt of the maqoshid 
sharia aspect with the study of maslahah mursalah and justice according to 
progressive law. 
The research method used by the author is qualitative research and 
includes the type of library research. The nature of analytical descriptive research. 
The type of data used is secondary data which includes primary legal material, 
namely Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Foreign Workers' 
Utilization and Presidential Regulation Number 72 of 2014 concerning Use of 
Foreign Workers and Implementation of Companion Education and Training, 
secondary legal materials namely literature, papers , documents, works or books 
and scientific writings, tertiary legal materials, namely legal dictionaries and 
scientific writing guidelines. 
In this study a result was found that this regulation had fulfilled the 
provisions of maslahah mursalah and progressive law. According to Maslahah 
Mursalah which has the conditions to eliminate harm and bring about the problem 
of this Perpres, it can be said that it has fulfilled the conditions. As for progressive 
law, this Perpres has fulfilled the provision referred to as law for humans who 
have the principles of justice, welfare and care. Then it can be ascertained that the 
Perpres number 20 of 2018 does not conflict with the progressive law and 
maslahah mursalah but the Perpres is the form of the mas} lah mursalah and 
progressive law. 
Keyword: Progressive Law, Mas} ah Mursalah, Foreign Workers, 
Presidential Regulations. 
 
xx 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL......................................................................................... i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ...................................... iii 
HALAMAN NOTA DINAS ........................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH ............................................. v 
HALAMAN MOTO ....................................................................................... vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.............................................. viii 
KATA PENGANTAR .................................................................................. xvi 
ABSTRAK .................................................................................................... xix 
DAFTAR ISI ................................................................................................. xxi 
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xxiv 
 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 3 
C. Tujuan Penelitian................................................................................... 4 
D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 4 
E. Kerangka Teori ...................................................................................... 4 
F. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 12 
G. Metodelogi Penelitian  ........................................................................ 15 
H. Sistematika Penulisan .......................................................................... 17 
 
BAB II KONSEP MAS}LAH}AH MURSALAH ........................................... 20 
A. Pengertian Mas}lah}ah Al- Mursalah .................................................... 20 
B. TingkatanMas}lah}ah. ........................................................................... 24 
C. Ulama Yang Menggunakan Mas}lah}ah Al-Mursalah ......................... 32 
D. Argumen Mas}lah}ah Al-Mursalah ....................................................... 34 
E. Asas-Asas Mas}lah}ah Al-Mursalah ..................................................... 35 
xxi 
 
BAB III KONSEP HUKUM PROGRESIF ............................................... 38 
A. Pengertian Hukum Progresif. ............................................................. 38 
B. Hukum dengan kerangka Progresivisme ............................................ 43 
C. Asas-asas yang diperjuangkan dalam hukum Progresif. .................... 45 
BAB IV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ........................ 53 
A. Pengertian Peraturan Presiden ............................................................ 53 
B. Sejarah Kemunculan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing  ........................................ 54 
C. Ranah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing ....................................................... 66 
D. Pro Kontra Kemunculan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ......................................... 71 
BAB V ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH DAN HUKUM 
PROGRESIF TERHADAP PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 ....... 82 
A. Perubahan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 ke Perpres Nomor 20 
Tahun 2018 ....................................................................................... 82 
B. Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 
2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ........................... 92 
C. Analisis Hukum Progresif Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 
2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ........................... 99 
BAB VI PENUTUP .................................................................................... 102 
A. Kesimpulan....................................................................................... 102 
B. Saran ................................................................................................. 104 
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 105 
LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................... 
RIWAYAT HIDUP  ................................................................................................... 
 
 
xxii 
 
xxiii 
 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Undang-undang Ketenagakerjaan No.03 Tahun 2003 
Lampiran 2 : Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing 
Lampiran 3 : Perpres No. 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Tenaga Kerja 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan globalisasi semakin lama semakin pesat.Arus tersebut 
banyak membawa perubahan. Ekonomi, Politik dan lainlain. Dalam 
perkembanganya faktor yang paling berpengaruh adalah ekonomi dan 
politik.Didukung dengan terbangunya paradigma masyarakat bahwa 
standarisasi kemapanan adalah ekonomi dan negara harus memenuhi standar 
tersebut. 
Dalam hal mencapai kepentingan untuk memenuhi standar tersebut, 
sebuah Negara menjadi sangat penting untuk melakukan manuver manuver 
yang perlu dilakukan agar tercapai titik kemapanan tersebut. Beberapa hal 
yang menjadi bukti maneuver tersebut adalah dengan dibentuknya banyak 
sekali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Keputusan Menteri Ekonomi, 
pengelolaan SDM yang langsung dibimbing oleh sebuah negara, munculnya 
peraturan-peraturan dan lain-lain.  
Akan tetapi sangat miris ketika kita melihat bahwa masih banyak 
masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mampu 
untuk bergerak menjadi pengangguran. Hal ini terlihat oleh indeks penagguran 
masyarkat Indonesia yang disampaikan oleh BPS pada Februari 2018  
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sejumlah 6,75 Juta orang walaupun menurun sejumlah 140.000 orang.1 Hal ini 
menunjukan bahwa jumlah pengagguran di Indonesia masih cukup banyak. 
Sedangkan kebutuhan hidup tersebut mempengaruhi kerteraturan sosial yang 
ada. Tingkat perekonomian rendah disuatu daerah akan berimbas pada tingkat 
kriminalitas suatu daerah. 
Pada tanggal 26 Maret 2018 telah ditetapkan peraturan presiden nomor 
20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,2 yang mana bagi 
sebagian orang dirasa tidak adil kepada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat 
beberapa kali dilakukan demonstrasi oleh beberapa pihak, antara lain 
demontrasi yang dilakukan oleh KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) 
yang menuntut perpres ini dicabut dikarenakan kekhawatiran tenaga kerja 
asing yang menghabiskan lowongan tenaga kerja asing3. 
Sedangkan dalam Peraturan Presiden tersebut ditegaskan oleh 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa perpres tersebut untuk 
mempermudah TKA level manajer keatas bukan untuk memudahkan TKA 
masuk Indonesia, karena dirasa prosedur administrasi terlalu rumit4. Dalam 
                                                          
1BPS, “Februari 2018: tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebeser5,13 persen, Rata-rata 
upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah” dikutip dari https://www.bps.go.iddiakses tanggal 
27/6/2018. 
2Perpres No 20 Tahun 2018 
3Abi Sarwanto, “May Day, Buruh Bergerak Demo Jokowi Soal Perpres TKA dikutip dari 
https://www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 27/06/2018 
4Roy Jordan, “Istana : Perpres No 20 Tahun 2018 Bukan Untuk Datangkan TKA 
https://news.detik.com diakses pada tanggal 27/06/2018. 
3 
 
kedua pandangan tersebut terdapat kontradiksi pemahaman mengenai fungsi 
dari diterbitkanya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018.  
Menurut pandangan ekonomi Islam, negara wajib memberikan 
perlindungan kepada pekerja khususnya dalam hal finansisal.  Salah satunya 
bentuk perlindungan negara adalah terjaminya pekerjaan bagi pengangguran5. 
Serta dipasktikan bahwa setiap negara harus berorientasi pada 
mas}lah}ah.Sebuah negara memiliki keharusan untuk mementingkan 
kepentingan sosial dan luas dibandingkan kepentingan individu demi 
mendapatkan titik maslahah yang sempurna. 
Dengan permasalahan yang berkembang di dalam lingkup tenaga kerja 
sebab diterbitkanya Perpres No.20 Tahun 2018 mengenai Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing, maka penulis mencoba melakukan analisa terhadap Perpres No. 
20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenga Kerja Asing dalam perspektif 
Mas}lah}ah Mursalah dan Hukum Progresif 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 
maka secara lebih jelas masalah penelitian ini diderevasi menjadi sebuah 
pertanyaan.Bagaimana Pandangan Mas}lah}ah Mursalahdan Hukum Progresif 
terhadap terbitnya Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing? 
                                                          
5Sri Herianingrum Tika Widiastuti, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi 
Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h.245. 
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C. Tujuan Penelitian 
Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan bagaimana Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang 
Tenaga Kerja Asing sudahkah sesuai dengan prinsip Kemaslahatan dan 
Maqa<s}id asy-syari>’ahdan prinsip Hukum Progresif. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Memberikan perpektif baru agar lebih siap dalam menjalani persaingan 
usaha dengan Tenaga Kerja Asing bagi masyarakat Indonesia untuk 
mengusahakan segala kemampuanya demi kemapanan dalam 
mensukseskan prilaku kehidupan yang baik dan terjamin. 
2. Memberikan kritik terhadap pemerintah terkait beberapa perkara yang 
dianggap masih kurang sesuai dan tidak berpinsip keadilan.  
E. Kerangka Teori 
1. Mas}lah}ah Mursalah 
a. Difinisi Mas}lah}ah Mursalah 
Kata “maslahat” berasal dari bahasa arab  ةحلصم (mas}lah}ah) yang 
secara etimologis berarti : Manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna 
5 
 
atau kegunaan. Masl}ah}ah merupakan masdar (adverb) dari fi’il (verb) 
ححص (s}alah}a)6. 
Dengan demikian, dari sisi ilmu shorof (morfologis)Kata 
mas}lah}ah,wazan(pola) dan maknanya sama dengan kata manfa’ah ( لعفنم). 
Kedua kata ini telah menjadi bahasa Indonesia menjadi maslahat dan 
manfaat7. 
Pengarangal-misbah al-munir menyatakan : 
  لاب للصا تا   للير    تا اا توللير تاارللاتاوللااالاللير  لاهللحتاب للصتاادللاوادلل اضللض
.راتاعملجتاارخا
S}aluh}a (baik) dengan dibaca dlammah lam-nya lawan kata fasada 
(rusak). Kata aslaha berarti mendatangkan kebaikan dan benaran. 
Ungkapan fi al-amrimas}lah}ah berarti sesuatu yang itu mengandung 
kebaikan. Dan mas}lah}ah jamaknya adalah mas}alih8. 
Menurut istilah pengertian mas}lah}ah bagi kalangan us}u>lliyyin 
antara lain: 
1) Al-Khawarizmi 
                                                          
6Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A., Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali “Maslahah 
Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013) 
Hlm. 21. 
7Ibid. 
8Ibid. Hlm 23 
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ق اتانعادس فلمتاعودلاع ش تادويرق اه عا ظو لمحتا   يرلم لادت لمتاا
“Mas}lah}ah ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak 
bencana/kerusakan/hal hal yang merugikan dari makhluk (manusia)9.” 
 
Ulama’ telah menyepakati konsensus bahwa tujuan hukum Islam 
adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan 
keturunan/kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang 
dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan 
menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak/membahayakanya, 
disebut mas}lah}ah. 
Dari yang dikemukakan oleh Khawarizmi tersebut kita dapat 
mengambil kesimpulan bahwa patokan sebuah mas}lah}ahadalah hukum 
Islam bukan sekedar akal. Akan tetapi mas}lah}ahmemiliki efek/implikasi 
terhadap agama, akal, harta, jiwa dan kehormatan/keturunan, begitupula 
sebaliknya. 
2) At-Tufi  
 
ااا،عفن تاالاير تالىتا دؤلمتاببا تايهواف ع تابابحا ادحا  أاالىتا يدعلمتاةر جت  ك
ايااثما .ةد عااتا ةد بعا ،عر ش تا دويرق الىتا دؤلمتاببا تايااع ش تابابحاا .بل  ت
                                                          
9Ibid. Hlm 25-26 
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لإاا،تتد بع  كاهفلحاعر ش تاهديرقي  الىتاضاقنح-ام ظت تااينوو خلمتاعفن ا هديرقي  اى
تتد ع  كاضلهتوحأ.10 
“Definisi mas}lah}ahmenurut ‘urf(pemahaman umum yang 
berkembang dimasyarkat)adalah sebab yang membawa kepada 
kemaslahatan , seperti bisnis  menyebabkan seseorang memperoleh 
untung. Menurut pandangan hukum islam, maslahat adalah sebab yang 
membawa akibat bagi tercapainya tujuan syari>’, baik dalam bentuk ibadat 
maupun adat/muamalah. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua; (1) 
maslahat yang dikehendaki oleh syari>’ sebagai hak prerogatif-Nya sepeti 
ibadah dan (2) maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan 
makhluk/umat manusia dan ketraturan urusan mereka.” 
Dari rumsat at-Tufi diatas dapat ditarik kesimpulan : 
a) Maslahat menurut pengertian umum adalah membawa manfaat 
b) Maslahat bagi at-Tufi dibedakan antara tujuan yang dimaksudkan oleh 
syari>’dengan tujuan yang disampaikan oleh manusia. 
3) Al-Ghazali 
لص تا اةر بعايهوا   يرلماابل جا  لوا،نل داهل اهلعنيا نلا اا،ة لض اعودااأا عفن اب جانع
اا   لليرلم لاهللعنيانلل  ا  دللص ق العلليركا اقلل اتالاللصاا،قلل اتادللص ق اة للضلمتاعللوداا للعفنلمت
                                                          
10Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at Tasyri’ al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi (t.t. : Dar al Fikr 
al-‘Araby: 1974), hlm. 211 
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اضهنللليداضهعللل عا لللف ا أاولللااا، لللاناقللل اتانللل اع لللش تادوللليرق اا.ع لللش تادوللليرق اهللل عا لللظلمحت
 لفحانملضتي  الل وا.ضله ل ااضه لانيااضله قعااضهلافنيااا،   لير اولهوا لاماتالولص تاه لا
ه  ير اهعودااةداف اوهوالوص تاه ااتوفيا  الكا11 
“Maslahatmenurut makna asalnya berartri menarik manfaat atau menolak 
mudarat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, 
sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan makhluk. 
Kemaslahatan makhluk terletak pada tercalainya tujuan mereka. Tetapi yang 
kami maksud dengan maslahat ialah memerlihara tujuan syara’.  Tujuan 
hukum Islam yang ingin dicapai akal manusia ada lima, yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang 
mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap 
hal yang meniadakanya disebut mafsadahdan menolaknya disebut maslahat” 
Dari pengertian yang dibawa oleh Al-Ghazali  tersebut dapat kita 
ambil beberapa kesimpulan bahwa orientasi dari pada maslahat bukan dari 
segi kebutuhan manusia saja. Akan tetapi sesuai dengan tujuan yang di 
orientasikan oleh syari>’. Tujuan yang diberikan oleh syari>’adalah memelihara 
agama, memelihara akal, memelihara harta, memelihara jiwa dan memelihara 
keturunan/kehormatan. Oleh karena itu yang disebut maslahat adalah 
memelihara kelima hal tersebut. 
                                                          
11Al-Ghazali, al-Mustasfa, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), juz I, hlm. 286-287 
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Secara tegas Al-Ghazali membedakan antara maslahat menurut 
pandangan manusia dengan pandangan hukum islam. Manusia ingin meraih 
kemaslahatan dan hukum islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan 
tetapi, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum islam. Demikian juga sebaliknya 
kemaslahtan yang dikehendaki oleh hukum Islam belum tentu sama dengan 
kemaslahtan yang dikehendaki oleh manusia. Oleh karena itu, barometer dari 
maslahta bukanlah hawa nafsu manusia. 
Sedangkan maslahah mursalah merupakan sebuah metodologi ijtihad 
yang berorientasi pada pencarian kemaslahatan atas sebuah perkara yang 
belum ada nash yang mengaturnya. Asy-Syatibi salah satu pengikut mazhab 
Maliki mengatakan bahwa al-Mas}lah}ah al-Mursalahsetiap prinsip syara’ yang 
tidak disertai bukti nas} khusus, namun sesuai dengan kehendak syara’ serta 
maknanya diambil dari ruh dan semangat jiwa syara’. Maka dengan kata lain, 
prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan 
sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang qath’i.12 
Dalam sebuah penetapan masalah harus tetap memerhatikan urgensi dari 
pada maslahat tersebut. Tingkatan maslahat dapat terbagi menjadi tiga 
tingkatan antara lain: 
                                                          
12 Usman, Buku Daras mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Jurusan syari’ah STAIN Surakarta, 
(Surakarta: Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, 2009), hlm. 99-102. 
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1) D}aru>riya>t, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi 
kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai 
terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-
kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok 
tersebut. 
2) H}a>jiya>t, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk 
kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam 
hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan 
kesulitan bagi mukallaf, kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsoh. 
3) Tah}si>niya>t, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya sesuai dengan 
kepatuhan.13 
Jika disimpulkan dari pemaparan diatas yang merupakan kerangka teori 
maslahah mursalah, sebuah perkara harus diuji dengan tingkat urgensi yaitu 
d}aru>riya>t, h}a>jiya>t, tah}si>niya>t setelah itu diuji berdasarkan orientasi syari>’atau 
biasa disebut maqa<s}id asy-syari>’ah. Maka baru bisa diputuskan bagaimana 
hukum dari perkara yang sedang di alami. Dengan ini penulis akan 
menggunakan teori hukum Mas}lah}ah Mursalah sebagai pisau analisis yang 
akan digunakan pada penelitian ini. 
                                                          
13 Mardani, Ushul Fiqh, cet.Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337-338. 
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2. Hukum Progresif 
Hukum Progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum 
modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari 
dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban 
(order) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum Progresif 
ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak 
status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak 
bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran 
tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademia dan 
agenda aksi.14 
Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia 
kepada hidup yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan 
tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak padaruntutan 
bagi kehidupan hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham 
mengenai hukum, baik konsep, maupun fungsi dan tujuanya. Hal tersebut 
sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. 
Sebagainya konsekwesinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus 
menerus membangun diri ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.15 
                                                          
14Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: 
Genta Publising, 2009), hlm. 1-2 
15Ibid 
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Secara lebih spesifik Hukum Progresif bisa disebut dalam “hukum yang 
pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”. Pernyataan dan pemastian 
tersebut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana 
hukum akan bekerja dan dijalankan.16 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah Penulis mencoba menelusuri beberapa literature, baik buku-
buku, jurnal ilmiah atau karya skripsi, penulis menemukan  beberapa hasil 
penelitian yang membahas mengenai tenaga kerja asing. Penulis juga 
melakukan review  terhadap hasil-hasil karya ilimah tersebut yang akan 
berguna memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini dan memperjelas 
perbedaan obyek kajian yang sedang penulis kaji dan teliti. 
Diantaranya jurnal yang ditulis oleh Edi Cahyono yang berjudul 
Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) : Peluang Atau Ancaman Bagi SDM Indonesia?17. Dalam jurnal 
tersebut Edi menjelaskan bagaimana kedudukan Bangsa Indonesia dalam 
percaturan MEA. Tak luput Edi juga menjelaskan bahwa sebenarnya 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki daya tarik tersendiri 
bagi TKA. 
                                                          
16Ibid 
17Edi Cahyono, “Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) : Peluang atau Ancaman bagi SDM Indonesia?” , JBMA, Vol. 3 Nomor 2, 2016. 
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Kemudian jurnal karya Ahmad Jazuli yang diterbitkan oleh Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI yang 
berjudul Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif 
Hukum Keimigrasian18.Dalam jurnal tersebut Jazuli menjelaskan bahwa 
regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 
ayat (1) UU Keimigrasian, dimana pengawasan terhadap orang asing 
dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian 
izin tinggal. Pengawasan pun dapat dilakukan oleh Pengawas 
Ketenagakerjaan berdasarkan UU no 13 Tahun 2003. Lalu Jazuli pun 
menjelaskan bahwa Perundang-undangan masih belum optimal untuk di 
laksanakan.Dalam penelitiaanya tersebut berkonsentrasi pada alur regulasi 
yang ditetapkan sebagai undang-undang yang sudah ada masih cukup member 
ruang gerak dan kerap membuat kerancuan dalam koordinasi antar instansi 
yang menaunginya.Dalam kajianya tak luput jazuli menjelaskan bahwa uu 
tersebut masih belum memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. 
Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Saputri Ratu Penghuni yang 
berjudul Pelaksanaan Pengawasn Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga 
                                                          
18Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum 
Islam”, JIKH, Vol. 12 No. 1, 2018. 
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Kerja Kota Bandar Lampung19dalam penelitianya dijelaskan bagaimana 
efektivitas pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh 
dinas tenaga kerja kota Bandar Lampung. Ratu juga menjelaskan bagaimana 
kelemahan dalam proses koordinasi yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja 
dengan kantor imigrasi yang menerbitkan Izin Tinggal. 
Selanjutnya jurnal karya Suhandi dalam Jurnal Perspektif tahun 2016 
yang berjudul Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing 
Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia20.Suhandi 
menjelaskan bagaimana peraturan menteri memberikan batasan batasan agar 
SDM TKI masih dapat terserap.Dalam penelitiannya suhandi juga turut 
menjelaskan bagaimana peran Unit Kerja Pengawasn Ketenagakerjaan yang 
mendapatkan tugas sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri. 
Lalu jurnal karya Fitratunnisa yang berjudul Dampak Tenaga Kerja 
Asing Terhadap Sosial Kemasyarakatan Kota Dumai21. Dalam karyanya 
Fitratunnisa menjelaskan bagaimana efek dari keberadaan TKA yang datang 
ke kota Dumai yang ditinjau dari aspek sosial masyarakat kota Dumai. 
                                                          
19Saputri Ratu Penghuni, “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga 
Kerja Kota Bandar Lampung”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Administrasi Negara , 
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2017. 
20Suhandi, “Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan 
Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia” Jurnal Perspektif, Vol. 21 No 2 Tahun 2016. 
21Fitratunnisa, “Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakatan Masyarakat 
Kota Dumai”, JOM FISIP, Vol. 4 No.1 Tahun2016 
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Kemudian jurnal ilmiah yang di tulis oleh Marzuki Diono yang 
berjudul Analisis terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenga Kerja 
Asing Melalui Teori Mas}lah}ah Mursalah22. Dalam jurnal tersebut marzuki 
menjelaskan bagaimana Permen Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2015 yang 
ditinjau dengan metodologi maslahah mursalah. 
Melihat hasil review dari beberap akarya ilmiah yang dipublikasikan, 
maka penulis ingin mengambi judul yang belum pernah ditulis oleh orang 
lain. Fokus penelitian ini akan mendalami tentang Bagaimana Pandangan 
Maslahah Mursalah terhadap Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing. 
G. Metodologi Penelitian 
Untuk memperoleh penelitian yang berkualitas, baik sistematis 
maupun dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan metode 
penelitian Desktriptif Kualitatif. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Peneletian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 
research)23, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh 
daripenelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. 
                                                          
22Marzuki Diono, “Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
Melalui Teori Maslahah Mursalah”, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016. 
23Abuddin nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125. 
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2. Jenis Pendekatan 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan 
Normative yaitu dengan menggunakan pendekatan kepada dalil-dalil 
agama, hokum positif dah pendekatan filosofis yaitu dengan 
menggunakan nilai yang dibangun atau yang dicapai atau moral. 
3. Sumber Data  
Sumber data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil 
peneltian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan 
sumber data tersier, yaitu: 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder diambil dari literature-literatur yang 
berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan 
masalah yang diteliti yaitu Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bahan 
ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan literature lain sebagai 
pendukung. 
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c. Sumber data tersier 
Data bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan 
hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi 
dan lain-lain. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang falid dan kompleks terhadap perkara 
yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan tehnik 
pengumpulan data : dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-
jurnal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 
analisis Deduktif : menganalisa terhadap kesimpulan yang bersifat umum 
untuk diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang bersifat khusus. Dari teori 
atau konsep Mas}lah}ah Mursalah membahas mengenai penerbitan Perpres 
No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan karya ilmiah ini secara utuh mencakup dalam lima bab 
yang masing masing disusun secara terstruktur, sistematis dan memiliki 
hubungan satu sama lain 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai 
penjelasa dan kerangka dasar dari isi penelitian secara menyeluruh.Dalam 
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pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat 
penelitian, landasan teori, kajian pustaka dan metode penelitian. 
Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan mengenaiKonsep Mas}lah}ah 
Mursalahyang isinya terdiri dari 5 sub-bab antara lain; pengertian Mas}lah}ah 
Mursalah, Tingkatan Mas}lah}ah, Ulama’ yang menggunakan 
Mas}lah}ahMursalah, Argumentasi Mas}lah}ah Mursalah, Asas Mas}lah}ah 
Mursalah. 
Bab ketiga,dalam bab ini menjelaskan mengenai Konsep Hukum 
Progresif yang isinya terdapat 3 Sub-Bab antar lain ; Pengertian Hukum 
Progresif, Hukum dengan Kerangka Progresivisme, Asas-asas Hukum 
Progresif. 
Bab keempat,dalam bab ini menjelaskan mengenai peraturan presiden 
nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang isinya 
terdiri dari 4 sub bab ; Pengertian Peraturan Presiden, Sejarah Kemunculan 
Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018, Ranah Peraturan Presiden Nomor 20 
tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pro Kontra 
Kemunculan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Penjelasan mengenai 
TKA, Riwayat Perkembangan Penggunaan TKA dan Prosedur Penggunaan 
TKA berdasarkan Perpres. No. 20  Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing. 
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Bab kelima, bab ini akan menganalisa Peraturan Presiden nomor 20 
tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Mas}lah}ah 
Mursalah dan Hukum Progresif 
Bab keenam,merupakan penutup yang mbembicarakan tentang hasil 
penelitian secara khusus yang terangkum dalam kesimpulan dan dilanjutkan 
dengan saran-saran. 
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BAB II 
KONSEP MAS}LAH}AH AL-MURSALAH 
A. Pengertian Mas}lah}ah Al- Mursalah 
Maslahah Mursalah dikaji dalam Ushul Fiqh, secara etimologis term 
”Mas}lah}ah Mursalah” terdiri dari dua suku kata yaitu Maslahah dan Mursalah. 
Secara etimologis Mas}lah}ah berasal dari kata s}alah}a atau s}aluh}a yang 
maksudnya baik, yang berantonim dari kata fasadayang berarti rusak.Dengan 
demikian kata Mas}lah}ah yang berarti kebalikan dari kata mafsadah 
(Kerusakan). 
Menurut pengarang kamus “Lisan Al-Arab menjelaskan pengertian 
maslahah dari dua arah yaitu mas}lah}ah yang mempunyai arti al-s}alah} dan 
mas}lah}ah sebagai bentuk tungga (mufrad) dari kata al-mas}alih} yang 
mengandung arti suatu bentuk adanya manfaat baik secara asal maupun 
melalui suatu proses, yang menghasilkan kenikmatan dan manfaat ataupun 
pencegahan dan penjagaan.24 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mas}lah}ah mempunyai arti 
“sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat dan guna” sementara 
kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.25 Secara 
umum mas}lah}ah yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat agi manusia, 
                                                          
24Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1 h. 117. 
25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:Balai Pustaka, 
1996), cet. Ke-2 h.634. 
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baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 
serta ketenangan ataupun dalam arti menghindari serta menolakkemudaratan 
atau kerusakan.  
Kata mursalah yang berarti bentuk isim dari maf’ul yang berasal dari 
kata ars}ala-yurs}ilu-irs}al yang artinya: ‘adam al-taqyid (tidak terikat) atau al-
mutlaqah (bebas atau lepas)26 
Secara termologi mas}lah}ah secara terminologi, terdapat beberapa 
definisi mas}lah}ah yang dikemukakan oleh us}u>l fiqh, akan tetapi apa yang 
didefinisikan tersebut mengandung esensi atau makna yang sama meskipun 
didalam definisinya berbeda. 
Berikut beberapa pendapat para ulama tentang mas}lah}ah yakni : 
Pendapat Jalaluddin Abdurrahman yang dikutip oleh Romli dalam 
buku yang berjudul Studi Perbandingan Us}u>l Fiqh menyebutkan bahwa 
َادَّدَحَا َهَع ََو ْلعِتَّ ت َِعِو َّن  ِِلح َيرَ
لم َنِمِع َّْش تِدْوُيرْقَمى ََع َُظَو  َُم ْت، َنُا ُ َ َْيرَم ْت 
ِاس َّن تِءتَوْاَأىَضَتْقُمى ََعَلا َاَدْاُدُحتَوْهَشَوْاضِِتِ. 
Mas}lah}ahialah memelihara maksud hukum Syara’ terhadap berbagai 
kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya.Bukan 
berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. 
                                                          
26Ahmad Mukri Aji, Pandangan al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah, Jurnal Ahkam, IV, 08, 
(Jakarta:2002), h.38. 
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Kemudian definisi mas}lah}ah menurut Imam al-Ghazali yang dikutip 
oleh Romli dalam buku yang berjudul Studi Perbandingan Us}u>l Fiqh sebagai 
berikut 
ٍاةَّ َضَمٍعَوَدْاأ ٍَعَف ْلنَمِب َْجْنَع ِْص َ ىِوٌَةر َبِعىَعِهَو ُ َ َْيرَم ْت 
Mas}lah}ahpada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan 
manfaat dan menolak kemudaratan.27 
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang dikutip 
oleh Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul Konsep IjtihadAl-Syaukani 
Relevansinya Bagi Pembaruan hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa 
Mas}lah}ah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nas}, bukan dari nas} 
yang rinci seperti yang berlaku dalam qiya>s.28 
Menurut Imam Malik yang dikutip oleh Dedi Supriyadi dalam buku 
yang berjudul us}u>l fiqh Perbandingan menyatakan bahwa konsep Mas}lah}ah 
Al-Mursalahadalah menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada 
ketentuan nas} dan ijma>’, berdasarkan mas}lah}ah yang tidak ada dalil syara’ 
yang membolehkan atau melarangnya29 
                                                          
27Romli, Studi Perbandingan . . ., hlm.217-219. 
28Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, 
Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999), hlm. 33. 
29Dedi Supriyadi, Ushul Fiqh Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hlm. 229. 
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Kemudian menurut Ibnu Qudamah seorang ulama Hanbali yang 
dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku yang berjudul Us}u>l Fiqh jilid II 
memberikan pengertian mengenai Mas}lah}ah Al Mursalah 
ْادَهْشَعْم َ  ٌَا َّينَع ٌُر َبِتْعَِتلاَو ٌ َطْل ُِهَلح 
Mas}lah}ahyang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya 
dan tidak pula yang memperhatikannya.30 
Muhammad Abu Nur Zuhair berpendapat mengenai Mas}lah}ah Al-
Mursalahyang dikutip oleh Rachma Syafe’i dalam buku yang bukunya yang 
berjudul IlmuUs}u>l Fiqh menyatakan bahwa Mas}lah}ah Al-Mursalahadalah 
suatu sifat yagsesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya 
oleh syara’.31 
Jadi, secara istilah Mas}lah}ah Al-Mursalahyaitu perolehan kemanfaatan 
dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia) dan hal itu 
merupakan tujuan dari pembentukan suatu syari’at.32 Dengan tidak adanya 
dalil yang mengakui sah tidaknya suatu hal tersebut, maka membuat hukum 
dengan cara Mas}lah}ah Al-Mursalahsemata-mata untuk mewujudkan 
                                                          
30Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh . . . , hlm. 333. 
31Rachma Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh. . . , hlm. 119. 
32Jaih Mubarok, Metodoli Ijtihad hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 154. 
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kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan 
menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.33 
B. Tingkatan Mas}lah}ah 
Tingkatan mas}lah}ah dalam kehidupan manusia yang digunakan dan 
bermanfaat bagi mereka sangatlah beragam bentuk dan coraknnya.Apabila 
singkat bentuk-bentuknya ang terpenting menurut pembagian para ulama’, 
maka bisa diperoleh 5 kemashlahatan utama yang universal,34 unsur tersebut 
bisa disebut dengan “al-Ma>qa>sidil Khamsah “ atau “Ad D}aru>riya>tul 
Khamsah” yaitu  
1. Kemashlahatan agama (mas}lah}ah ad-din), Islam harus terpelihara daripada 
ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak 
merusakkan akidahnya, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang 
mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan 
aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi 
penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut 
ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada 
penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam 
Islam.35 
                                                          
33Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 79. 
34Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan 
Kemashlahatan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 19. 
35 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
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2. Kemashlahatan jiwa (mas}lah}ahan-nafs), Islam mensyariatkan pemenuhan 
kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu 
pula hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kewenang-
wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.  
3. Kemashlahatan terhadap akal (mas}lah}ahal-‘aql), Islam mensyariatkan 
larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak 
akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan 
lain sebagainya. 
4. Kemashlahatan reproduksi dan berkeluarga (mas}lah}ahan-nasl), Islam 
mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan 
muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.  
5. Kemashlahatan terhadap harta benda (mas}lah}ahal-ma>l), Islam 
mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tagan 
bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi 
setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan 
lain sebagainya.36 
Untuk menjaga lima kemashlahatan di atas dengan melalui dua cara, yaitu : 
1. Dari segi adanya (mi>n na>hiya>ti> al-wuju>d) 
Dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan 
keberadaannya. 
                                                                                                                                                                     
hlm. 68. 
36Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal . . ., hlm. 105-106. 
26 
 
2. Dari segi tidak ada (mi>n na>hiya>ti> al-‘adam) 
Dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. 37 
Maslahah menurut beberapa ahli fiqh yang pembagiannya dilihat dari 
beberapa segi yaitu : 
1. Mas}lah}ah dari segi tingkatannya38 
Merupakan mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan yang 
menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind yaaang 
dikutip oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag dalam bukunya yang berjudul 
Studi Perbandingan Us}ul Fiqh menyebutkan bahwa mas}lah}ah dari segi 
martabatnya dibedakan menjadi tiga macam antara lain: 
a. Al-Mas}lah}ahD}aru>riya>t 
Pada tingkatan ini kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya 
kehidupan dasar manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun 
dunia.39Dalam tingkat ini kemaslahatan memelihara kelima unsur 
pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. 
Jika kelima unsur pokok tersebut tercapai, maka akan melahirkan 
keseimbangan dalam kehidupan dalam segi agama dan kehidupan 
dalam segi dunia. Dan apabila kemashlahatan ini tidak ada maka 
                                                          
37Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syari’ah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian 
hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 181. 
38Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, . . ., hlm. 220. 
39 Ibid. 
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akantimbul kekacauan atau kerusakan dalam kehidupan keagamaan 
maupun keduniawian. Akibat lanjutan dari hal tersebut yaitu akan 
kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.40 
b. Al-Mas}lah}ah H}ajiya>t 
Dalam tingkatan ini sesuatu yang diperlukan seseorang untuk 
memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam 
rangka memelihara lima unsur pokok yang sudah disebutkan 
sebelumnya.41Dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini 
lebih rendah tingkatannya dibanding dengan Al-Mas}lah}ah 
D}aru>riya>t.Contoh kemaslahatan yang dibutuhkan manusia seperti 
boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit, 
menqasar sholat ketika dalam perjalanan. Jika tidak dapat diwujudkan 
dalam kehidupan manusia, tidak akan menimbulkan rusaknya tatanan 
kehidupan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan dalam 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.42 
c. Al-Mas}lah}ah Tah}si>niya>t 
Merupakan tingkatan terakhir, yang mana dalam tingkatan ini 
untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, akal, 
                                                          
40M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi 
Hukum Islam Munawir Sjadzali, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 87. 
418Ibid. 
42Romli, Studi Perbandingan. . ., hlm. 221-222. 
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keturunan, dan harta) dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal 
yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta 
menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang 
sehat.43 Jika kemaslahatan tingkat ini tidak dapat diwujudkan dalam 
kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan rusaknya tatanan 
kehidupan manusia, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. 
Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan 
saja. Contohnya seperti menutup aurat dan berpakaian indah, adab dan 
tata cara makan-minum serta membersihkan diri. Sifatnya hanya untuk 
kebaikan dan kesempurnaan.44 
2. Mas}lah}ah dari segi kandungan, para ulama fiqh membaginya antara lain45 
a. Mas}lah}ahal-‘a>mmah 
Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang 
banyak.Dimana kemashkatan umum itu tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan 
kebanyakan umat.46 
 
b. Mas}lah}ah al-Kha>sysyah 
                                                          
43M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum. . ., hlm. 88. 
44Romli, Studi Perbandingan. . ., hlm. 222-223. 
45Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid 1, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 116. 
46Ibid. 
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Yaitu kemashlahatan pribadi, seperti kemashlahatan yang berkaitan 
dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan 
hilang (mafqud).47 
3. Mas}lah}ah dari segi berubah atau tidaknya Maslahah, menurut Muhammad 
Musytafa al-Syatibi seorang guru besar Us}u>l Fiqh di Universitas al-Azhar 
Mesir yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul 
Us}u>l Fiqh jilid 1, ada dua bentuk yaitu 
a. Mas}lah}ahal-Tasabi>tah 
Yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir 
zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah, contohnya sholat, puasa, 
zakat, dan haji48 
b. Mas}lah}ahal-Mu>ta>ga>yyirah 
Yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan 
tempat, waktu, dan subjek hukum.Kemashlahatan seperti ini berkaitan 
dengan permasalahan muamalahdan adat kebiasaan.Contohnya 
perbedaan makanan antara satu daerah dengan daerah lainnya.49 
 
4. Mas}lah}ah dari segi keberadaan Mas}lah}ah menurut syara antara lain50 : 
                                                          
47Ibid. 
48Ibid. hlm 117 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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a. Mas}lah}ahal-Mut}aba>rah 
Yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’.51Adanya dalil khusus 
yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.52 Yang 
termasukmas}lah}ahal-mut}aba>rahyaitu semua kemashlahatan yang 
disebutkan dan dijelaskan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, 
keturunan, akal, dan harta benda53 misalnya hukuman bagi seorang 
yang meminum-minuman keras. 
b. Mas}lah}ahal-Mulgah 
Yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan 
dengan ketentuan syara’54 Hal yang sering dicontohkan oleh ulama 
ushul yaitu menyangkut kasus kafaratbagi orang yang menggauli 
istrinya di siang hari pada Bulan Ramadhan.Sebagaimana di jelaskan 
oleh Mustafa Said al-Khin. Bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim, 
seorang Amir (penguasa) di Andalusiapada masa lalu menggauli salah 
seorang istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, kemudian ia 
mengumpulkan para ulama dan meminta fatwamereka tentang kafarat 
apa yang akan ia terima atas perbuatannya itu. Lantas, salah seorang 
dari ulama tersebut menetapkan kafaratbagi penguasa yang menggauli 
                                                          
51Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, cetakan Ke-3, terj. Noer Iskandar 
dan Moh Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 127. 
52Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid 1. . ., hlm. 117. 
53omli, Studi Perbandingan. . ., hlm. 224. 
54Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid 1. . ., hlm. 119. 
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istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan dengan berpuasa dua bulan 
berturut-turut.Ulama ini menetapkan kafaratdemi kemashlahatan.Di 
dalam hadits dijelaskan bahwa ada tiga bentuk kafaratyaitu 
memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi 
makan enam puluh orang miskin.Melihat ketiga bentuk kafaratini 
seharusnya penetapan kafaratharus secara berurutan.55 
Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh ulama terhadap 
kafaratyang ditetapkan bagi penguasa Andalusia di atas adalah 
memilih yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut.Pilihan 
kafaratyang kedua ini dasarnya demi kemashlahatan, karena jika 
ditetapkan dengan kafaratmemerdekakan budak sudah pasti tidak sulit 
bagi seorang peguasa dan demikian pula dengan memberi makan enam 
puluh orang miskin.Padahal hakikat hukuman seperti kafaratadalah 
untuk menjerakan yang dirasakan langsung oleh pelakunya.56 
c. Mas}lah}ah al-Mursalah  
Yaitu berbagai kemashlahatan yang terjadi karena masalah-masalah 
baru yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman yang datang 
setelah wahyu terputus, sedangkan syari>’ belum mensyariatkan hokum 
                                                          
55Romli, Studi Perbandingan. . ., hlm. 225-226. 
56Ibid. hlm. 226. 
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untuk merealisir kemashlahatan tersebut, dan tidak ada dalil syari>’ 
yang mengakuinya dan membatalkannya.57 
C. Ulama Yang Menggunakan Mas}lah}ah Mursalah 
Begitu pentingnya mas}lah}ah mursalah dalam kehidupan manusia 
karena kemaslahatan dianggap salah satu tujuan syariat (Maqa<s}id asy-
syari>’ah).Dimana tujuan syariat adalah mendatangkan kemaslahatan bagi 
manusia, mewujudkan kemaslahatan, menjaga dan memelihara serta memberi 
kegembiraan pada manusia dengan-Nya.Kemudian ditetapkannya amalan baik 
tersebut dan masuk menjadi aturan-aturan legal, dengan demikian atas 
landasan kemashlahatan ditetapkannya dan dilegalkannya.Dalam 
perkembangan zaman selalu ada problematika-problematika yang baru tanpa 
ada ayat-ayat mengenai hukumnya tersebut.Dengan demikian, para ulama’ di 
zaman ini harus membuat hukum yang baru tanpa mengurangi kemashlahatan 
bagi umat manusia dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah 
dalam menetapkan hukum.58 
Husain Hamid Hasan mengemukakan bahwa ada beberapa kalangan 
ulama yang telah menetapkan tolak ukurnnya atas dasar sejauh mana 
pengaruh mas}lah}ah tersebut pada hal-hal yang menyangkut eksistensi 
                                                          
57Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, cetakan Ke-1, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad 
Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 117. 
58Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad antara Teks. . . ,hlm. 104-111. 
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kehidupan manusia.59Dimana eksistensi kehidupan manusia berupa kebutuhan 
primer, apabila tidak dimilikinya dalam kehidupan manusia maka 
mengakibakan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut (d}aru>riya>t), 
kebutuhan sekunder, jika kemashlahatan ini tidakdapat diwujudkan dalam 
kehidupan.60tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya 
tatanan kehidupann manusia (tah}si>niya>t).61 
Adapun contoh dari maslahah yaitu usaha Khalifah Abu Bakar 
mengumpulkan Al-Qur’a yang terkenal dengan jam’ul Qur’an. Pengumpulan 
Al-Qur’an ini tidak disinggung sedikit pun oleh syara’, tidak ada nash yang 
memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya. Setelah terjadi 
peperanganYamamah banyak para penghafal Al-Qur’an yang mati syahid 
(kurang lebih 70 orang).Umar Bin Khatab melihat kemashlahatan yang sangat 
besar pengumpulan Al-Qur’an itu, bahkan menyagkut kepentingan agama 
(dhurari). Seandainya tidakdikumpulkan, dikhawatirkan Al-Qur’an akan 
hilang dari permukaan dunia nanti. Karena itu Khalifah Abu Bakar menerima 
anjuran Umar dan melaksanakannya.62 
                                                          
59Dahlan abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 
hlm. 1040. 
60Romli, Studi Perbandingan . . ., hlm. 220-222. 
 
62Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh. . ., hlm. 79-80. 
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Contoh yang ada pada masa kini yaitu pengadaan perpustakaan, 
pengaspalan jalan, pengaturan administrasi, pembuatan rambu-rambu lalu 
lintas untuk menjaga keselamatan jiwa.63 
D. Argumentasi Mas}lah}ah Mursalah 
Menurut Yusuf Qaradhawi, jumhur ulamafiqh menganggap mas}lah}ah 
adalah dalil syari>’ yang menjadi pondasi utama dalam legislasi hukum Islam, 
pemberian fatwa dan juga dalam ruang lingkup perdilan64 menurutnya para 
sahabat Rasulullah SAW yang behak memahami dan menggunakan maslahat 
sebagai patokan dan sandaran legislasi hukum Islam.65 
Selain itu para ulama juga sebakat bahwa tidak ada peluang bagi 
qiya>s,istihsa>n, istishiah dalam masalah ibadah, karena ibadah adalah 
dikatagorikan hukum taabbudi.66Sehingga akal tidak memiliki peluang untuk 
menentukan maslahat yang rinci terhadap setiap hukumnya. Sama halnya 
dengan hukum ibadah ialah semua hukum had, hukum kafarat, batas 
                                                          
63Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad, Cet. Ke-1, (Jakarta: 
Kencana Premada Media Group, 2012), hlm. 477. 
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prosentase warisan,idah bulanan setelah meninggal suami atau karena talak 
dan semua hukum yang ditetapkan batas tertentu, karena syari> sendiri 
mengetahui maslahatapa yang terdapat pembatasan itu.67 
Argument maslahah mursalah terdapat tiga pendapatan para ulama yang 
berbeda. 
1. Mayoritas ulama berpendapat maslahah murssalah tidak bisa diambil 
sebagai argument secara mutlak. Ibnu Hajib mengatakan ini pendapat 
terpilih. Imam Amudi berkata, pendapat ini benar, sesuai dengan 
kesepakatan para ulama.68 
2. Imam Malik berpendapat, maslahah mursalah bisa dijadikan pendapat 
secara mutlak. Pendapat ini didukungoleh Imam Haramain yang dimaksud 
Imam Malik adalah mas}lah}ah yang manfaatnya lebih banyak dari pada 
bahayanya.69 Sumbernya dari nash (Al-Qur’an dan Al-Sunnah) atau dari 
petunjuk umum nas} yang biasa dikatakan maqa<s}id asy-syari>’ah(tujuan 
hukum Islam) seperti firman Allah : (Q.S. Al-Hajj/22:78) 
E. Asas-Asas Mas}lah}ah Mursalah 
Dalam menggunakan mas}lah}ah mursalah para ulama bersikap 
sangatlah hati-hati, karena ditakutkan akan tergelincir kepada pembentukan 
syariat baru. Berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung.Berdasarkan hal 
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itu, seperti yang dituliskan oleh Abd Wahab Khallaf, dalam bukunya us}u>l fiqh 
ulama menyusun syarat-syarat kebolehan memakai mas}lah}ah mursalah.70 
Syarat-syarat ada tiga macam yaitu71 : 
1. Mas}lah}ah harus benar-benar nyata dan bukan mas}lah}ah yang mengada-
ngada. Selain itu mas}lah}ah yang dihasilkan, harus sesuai dengan rasio 
sehingga memudahkan seseorang menerimanya.72 Dengan kata lain 
pengambilan mas}lah}ah tersebut bertujuan untuk mengambil manfaat 
(jalbu Manfaah) dan mencegah madharat (daf’u madharrah). Jangan 
sampai maslahah tersebut hanya mempentingkan jalbu manfaah saja tanpa 
diimbangi dengan aspek madharatnya. Misalnya menyerahkan hak talak 
kepada hakim yang seharusnya itu hak suami.73 
2. Mas}lah}ah itu diciptakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 
kepentingan perseorangan. Penyebab ketetapan hokum haruslah 
mengedepankan aspek social dan kepentingan orang banyak bukanlah 
kepentingan segelintir orang. Karena hokum syariah itu diletakkan umtuk 
kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi.74 Misalnya 
untuk kepentingan keluarga, pemimpinan, saudara dan lain sebagainnya. 
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3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak 
berlawanan dengan tata hukum atau dasar yang telah ditetapkan nas}dan 
ijma. Wahbah Zuhaili menambahkan juga agar maslahah tersebut sesuai 
dengan maqa<s}id asy-syari>’ahdan tidak berlawanan dengan nas} atau dalil 
yang qa’i.75maka menyamakan ratakan bagian anak laki-laki dan 
perempuan dalam warisan adalah bentukmas}lah}ah yang bertentangan 
dengan syariah dan tidaklah sah pengamalannya. 
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BAB III 
KONSEP HUKUM PROGRESIF 
A. Pengertian Hukum Progresif 
Hukum Progresif merupkan sebuah teori hukum yang dikemukakan 
oleh Prof. Satjipto Rahardjo.Hukum Progresif dapat diartikan sebagai hukum 
yang berasaskan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pernyataan Prof. 
Satjipto Rahardjo “Hukum yang pro-rakyatdanhukum yang pro-keadilan”.76 
Prof. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa “Hukum adalah suatu 
institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang 
adil, sejatera dan membuat manusia bahagia.”77 
Gagasan hukum progresif muncul dikarenakan keadaan hukum di 
Indonesia mengalami keprihatinan yang cukup mendalam.Banyak dari 
pengamat yang mengutarakan berbagai ungkapan negative, seperti hukum 
Indonesia termasuk terburuk di dunia.Bukan hanya para pengamat yang 
menyatakan hal tersebut.Rakyat yang menjadi obyek utama yang harus 
dilindungi dalam hukum Indonesia pun berpendapat demikian. 
Apabila konstatasi tentang fungsi hukum disebut sebagai suatu yang 
ideal maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini masih bertolak 
sangat jauh dari pada itu, untuk tidak mengatakan bertolak-
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belakang.78Dalam kasus ini seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat 
memprihatinkan. Dimana undang-undang dasar 1945 amandemen keempat 
memberikan sebuah pemahaman bahwa Negara Indonesia merupakan 
Negara Hukum, dalam bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan” pasal 1 ayat 3 
tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.79Menilikhal tersebut 
maka dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia mengalami sebuah anomaly 
dari kehendak UUD 45 sebagai negara yang melindungi segenap rakyatnya. 
Hukum progresif sendiri terfikirkan semenjak masa orde baru, 
dimana hukum sudah makin bergeser dari sebuah institusi yang bergerak 
melindungi masyarakat, berubah menjadi sebuah alat politik untuk 
mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian bukan lagi “law as a toll of 
social engineering”  secara positif yang terjadi, melainkan mengarah kepada 
“dark engineering”.enilik hal tersebut diasmsikan bagaimana diajukan 
pandangan tentang hukum dan manusia. Prof. Satjipto Rahardjo 
menyebutkan sebuah prinsip utama yaitu “hukum adalah untuk manusia”80, 
bukan sebaliknya. Sedangkan yang selama ini terjadi adalah hukum untuk 
dirinya sendiri. Prof. Satjipto Rahardjo pun mengatakan “Hukumlah yang 
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79Undang-UndangDasar 1945 
80SatjiptoRahardjo, HukumProgresif :SebuahSintesaHukum Indonesia, (Yogyakarta: 
GentaPublising, 2019), hlm. 5. 
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ditijau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk 
dimasukkan ke dalam skema hukum”81.  
Dalam pemahaman dasar seseorang hukum dihadirkan ubukan 
sebagai sesuah istitusi yang absolut dan final melaikan sangat bergantung 
dengan bagaimana manusia melihat dan menggunakanya. Ini bisa kita sadari 
bahwa manusialah penentunya bukan hukum sebagai penentu. Akan tetapi 
tetap harus dengan keentuan-ketenuan terkait. 
Hukum Progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang 
mutlak serta final, melaikan ditentukan oleh kemampuanya untuk mengabdi 
kepada manusia82. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada 
dalam proses untuk terus menjadi.  Harapan yang diinginkan oleh hukum 
progresif adalah hukum diciptakan demi kepentingan manusia yang sangat 
dinamis maka dapat dipastikan bahwa hukum harus selalu mendinamisasi 
dirinya demi kepentingan manusia. 
Untuk selalu menjaga kualitas kajian hukum progresif diverifikasi ke 
dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan 
lain-lain. Dengan perangkat tersebut maka sangat dimungkinkan keluaran 
hukum akan berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dari adanya hukum itu 
sendiri. Hukum progresif sendiri selalu di usahakan untuk mencari dan terus 
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mencari bagaimana kondisi terbaik dari setiap keluaran hukum berdasarkan 
kondisi yang dibutuhkan untuk masyarakat. 
Bagi hukum progresif terdapat sebuah penyakit besar yang sedang di 
idap bagi setiap pengambil kebijakan, yaitu legalistik positivisme. Hal ini 
dianggap cukup menghambat dinamisasi hukum. Dalam pengaruh 
paradigma positivisme, para pelaku hukum sering mempatkan diri dengan 
cara beripikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis 
peraturan (rule bound) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena 
memang tidak mau melihat atau mengakui akan hal itu. Dalam pandanganya, 
hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan  yang kompleks dan 
telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhan, linier, mekanik, dan 
deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum 
Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan. 
Termasuk kategori “legisme”nya Schuyt. Hal ini dikarenakan “ legisme” 
melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk 
kemudian  menghakimi peristiwa-peristiwa terjadi.83 
Positivisme menuai kritik, Pertama, bahwa tidak semua hukum lahir 
dari inginan pihak yang berdaulat. Kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan 
oleh pengadilan,, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak 
yang berdaulat. Kedua, deskripsi Austin tentang hukum lebih mendekati 
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hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban. Ketiga, rasa atakut 
bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum. Terdapat banyak 
motif seperti rasa respect terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan 
tertip hukum atau alasan yang sifatnya manusiawi. Rasa takut hanyalah 
motif tambahan. Keempat, definisi hukum dari kaum positif tidak dapat 
diterapkan dalam hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat 
digolongkan dalam perintah dari yang berdaulat. Hukum tata negara dari 
suatu negara didefinisikan kekuasan dari berbagai organ suatu negara, 
termasuk kekuasaan dari kedaulatan politik.84 
Menurut pandangan beberapa akademisi akibat penerimaan legisme, 
hukum positif menjadi sangat kaku  dan tidak mampu menyelesaikan 
kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang berkembang 
dan berubah dengan pesat. Banyak perbuatan yang menurut kesadaran 
hukum masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, 
suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan orang, akan tetapi ketika 
perundang-undangan tidak mengaturnya, maka perbuatan tersebut tetap tidak 
diselesaikan . pemikiran paham ini juga menghalangi digunakanya hukum 
yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia yang beraneka 
ragam. 
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B. Hukum dengan kerangka Progresivisme 
Hukum lazim tampil sebagai perundang-undangan, dan selama ini 
itulah yang dikelan oleh kebanyakan orang. Jika kita berusuan dengan 
hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan. 
Gambaran dunia segi akan teatpai menjadi hukum. Manusia berubah 
menjadi situs hak dan kewajiban, status dan sebagainya. Perbuatannya, 
hubunganya dengan orang-orang lain tidak lagi otentik, melainkan berubah 
menjadi hubungan hukum, berakibat hukum, berupa proses hukum dan 
seterusnya.  
Kajian ini ingin mengajak keluar dari skema-skema hukum yang 
seperti itu. Sebagai isntitut antropologi dalam melihat sebuah hukum 
menjadi bentuk kajian paradigmatik tersebut85. Negara hukum pun menjadi 
sebuah bangunan antropologi. Dengan demikian maka dikembalikanlah 
keutuhan hukum, Negara hukum , dengan manusia-manusia yang memang 
sebenarnya menjadi pemilik asli dan sah dari keduanya.  Manusia tidak 
dapat ditinggalkan demi untuk semua skema tersebut. 
Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan manusia pada 
dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih saying serta kepedulian 
terhadap sesame. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun 
kehidupan berhukum dalam masyarkat. Demikian, hukum menjadi alat 
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untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Bukan raja, tetapi alat saja 
yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.86 
Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan 
moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum 
sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi yang 
bermoral dalam hal ini moral kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas.87 
Asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia serta ideal hukum 
progresif, hukum memiliki sebuah tujuan besar yaitu memperjuangkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua ummat manusia.Law in the 
process making menjadi  sangat relevan dikarenakan hukum ini tidak 
berstatus mandek dan selalu mengalami perbaikan-perbaikan, atau dalam 
sebutan lain hukum tidak dapat berstatus final. 
Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putasan yang 
dibuat guna mencapai ideal hukum, baik dibuat oleh legislative, yidikatif 
maupun eksekutif. Setiap putusan tersebut bersifat terminal menujuk kepada 
putusan berikutnya yang lebih baik. 
Melalui penjelasan diatas, maka hukum progresif selalu peka 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, 
nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan kondisi 
                                                          
86SatjiptoRahardjo, HukumProgresif :SebuahSintesaHukum Indonesia, (Yogyakarta: 
GentaPublising, 2019), hlm. 17. 
87Ibid.  
45 
 
tersebut, hukum progresif terpanggil untuk selalu dapat menjadi pelindung 
rakyat menujuk kepada ideal hukum yang diharapkan oleh setiap manusia. 
Hukum progresif sendiri enggan untuk memegang status quo. Akan 
tetapi harus lama memiliki watak pembebasan yang kuat sebagaimana tujuan 
utama dari hukum progresif“ Hukum untuk manusia”. Hal ini menjadikan 
hukum progresif menjadi sangat fleksibel dalam mencari dan menetapkan 
sebuah format, pemikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkan 
ideal hukum. 
Progresivisme terkadang sering difikirkan menjadi sebuah asas yang 
tak mungkin mengalami kemrosotan. Dapat diartikan progresivisme yang 
dimaksudkan adalah bersifat positif dan produktif untuk masyarakat. 
Kedatipun, tidak ada jaminan bahwa progresivisme seperti tersebut yang 
pasti akan muncul. Penyelewengan kemerosotan penyalahgunaan dan lain-
lain bias terjadi. Oleh karena itu, paradigma progresivisme perlu dijaga agar 
hal-hal yang berisfat negative tidak terjadi. 
C. Asas-asas yang diperjuangkan dalam hukum Progresif 
1. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis 
Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum 
sebagai institusi mutlak secara final, sebaliknya hukum progresif percaya 
bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as 
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a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Prof. Satjipto 
Rahardjo sebagai berikut : 
Hukum progresif tidak memahami sebagai institusi yang mutlak secara 
final, melainkan ditentukan oleh kemampuanya untuk mengabdi kepada 
manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu hukum selallu berada 
dalam proses untuk terus menuju kepada kesempurnaan. Hukum adalah 
institusi yang secara terus menerus membangung dan mengubah dirinya 
menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik kualitas kesempurnaan 
disini bisa diverifi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraa, kepedulian 
kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikaathukum yang selalu dalam proses 
menjadi.88 
Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah 
mengikuti dinamika kehidupan manusia akibatnya hal ini akan mempengaruhi 
pada carapelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam 
ritme “kepastian hukum” status quo dan hkum sebagai skema yang final. 
Melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu 
melalui perundang-undangan  maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita 
menerima hukum sebagi sebuah skema yang final maka hukum sebagai solusi 
                                                          
88Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran 
Pengacara Muda Se-Indoensia” yang diselenggarakan oleh LBH bersama Peradi, Nopember 1976 di 
Jakarta, Dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun Ke VI, Nomor 6 
Nopember/Desember 1976. Hlm 251. 
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bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi mausialah yang dipaksa untuk 
memenuhi kepentingan kepastian hukum89.  
2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan 
Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang 
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan 
membuat manusia bahagia.90 Hukum progreis berangka dari asumsi dasar 
bahwa hukum adalah unuk manusia. Berdasarkan hal itu maka kelahiran 
hukum tidak untuk dirinya sendiri melainkan  untuk sesuatu yang lebih luas, 
yaitu : untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan 
manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan hukumlah yang harus 
ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema 
hukum. 
Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum 
hanyalah  sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan 
bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif hukum 
bukanlah tujuan dari manusia. Melaikan hukum hanyalah alat. Sehingga 
keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan 
                                                          
89Mukhidin. “Hukum Progresif sebagi solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat” Jurnal 
Pembaharuan Hukum, (Tegal) Vol I No 3 September – Desember, 2014, hlm 279 
90Mahmud Kusuma, Menyelami semangat hukum progresif: terapi paradigmatik atas 
Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009) hlm. 31 
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prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi 
solusi bagi provlem-problem kemanusiaan. 
3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku 
Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan 
perilaku (rules and beharvior).  Peraturan akan membangun sistem hukum 
positif yang logis dan rasional . sedangkan aspek perilaku atau manusia akan 
menggerakkkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena 
asusmsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial 
penegak hukum dan masyarakatnya. 
Dengan memepatkan aspek perilaku berada diaatas aspek peraturan, 
dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai 
unsur greget seperti compasision (perasaan baru), empati, ketulusan, 
ketergantungan, tanggungjawab, keberanian dan kebulatan tekad. 
Prof. Satjipto Raharjo mengutip ucapan Taverne :“Berikan pada saya 
jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun 
bisa membuat putusan yang baik”.Dengan mengutamakan perilaku manusia 
dari pada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma 
penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagi 
proses proyek kemanusiaan.91 
                                                          
91Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran 
Pengacara Muda Se-Indoensia” yang diselenggarakan oleh LBH bersama Peradi, Nopember 1976 di 
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Mengutamakan faktor perilaku dan kemanusiaan diatas faktor 
peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari 
aras legalistik positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh, yaiatu manusia 
sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap 
manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial 
untuk memeberikan keadilan kepada siapapun. 
4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan 
Hukum progresif sebagai kekuatan “Pembebasan” yaitu membebaskan 
diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. 
Dengan ciri “pembebasan itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan “ 
dari pada “prosedur”. Dalam konteks ini untuk melakukan penegakan hukum 
maka diperlukan langka-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan 
mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”. 
Paradigma pembebasan yang dimaksud disini bukan berarti menjurus 
pada tindakan yang anarki sebab segala yang dilakukan harus tetap 
berdasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak 
semata0mata berdasarkan logika peraturan. Disinilah moralitas sangat 
dijunjung oleh hukum progresif. Karena hati nurani tidtempatkan sebagai 
penggerak, pendorong sekaligus pengendali paradigma tersebut. Kehadiran 
hukum progresif dengan paradigma “hukum untuk manusia dan bukan 
                                                                                                                                                                     
Jakarta, Dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun Ke VI, Nomor 6 
Nopember/Desember 1976. Hlm 251. 
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sebaliknya” akan menjadikan penentuan khukum yang bebas mencari format, 
pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. 
Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang 
menjadikanya formal dan prsedura, maka sejak itu pulu muncul perbedaan 
atara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan 
sejati atau keadilan substasial di pihak lain. Dengna adanya dua macam 
dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya 
hukum itu ternyata dapat digunakan untk menyimpangi keadilan substasial. 
Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran 
hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat 
digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Prof. Satjipto 
Rahardjo, progreisvisme bertolak dari pandangan  kemanusiaan, bahwa 
manusia dasarnya adalah baikm memiliki kasih sayang serta kepedulian 
terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan 
berhukum dalam masyarakat.92 Namun apabila hukum menjadi buruk seperti 
selama in  terjadi dinegara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat 
penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun 
apabilakita berfikir jernih dan berkesinambungan , tidak sepenuhnya mereka 
                                                          
92Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran 
Pengacara Muda Se-Indoensia” yang diselenggarakan oleh LBH bersama Peradi, Nopember 1976 di 
Jakarta, Dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun Ke VI, Nomor 6 
Nopember/Desember 1976. Hlm 251. 
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dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya 
wibawa hukum di Indonesia93 
Memang sangat menyedihkan, ketika melihat kondisi hukum di 
Indonesia dengna segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang seba 
forma-prosedural  dan teknikal,  pada dasarnya telah melupakan sisi materii, 
keadila substansial dan kemanusiaan. Praktis-praktis hukum yang diterapkan  
dinegara kita, hinggakini belum mampu memberi garansi untuk mencapai 
harkan kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dankeadilan 
substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, 
kemanusiaan dan keadilan menurut Prof. Satjipto Rahardjo, baru dapat dicapai 
jika kita mau keluar dari tawanan-tawanan undang-undang yang serba formal 
prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta 
praktiknya masih dapat dijadikan media pencerahan bangsa, maka harus 
berani mencari agenda alternatif yang sifatnya progresif. 
Berfikir secara progresif, menurut Prof Satjipto Rahardjo94 berarti 
harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian 
menmepatkan hkum dalam posisi relative. Dalam hal ini, hukum harus 
diletakkan dalma keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan 
                                                          
93Aji, “Keterpurukan Hukum Di-Indonesia” dikutip dari http://cahwatuaji.blogspot.com 
diaksespada tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.20.  
94Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia: 
Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 9 
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pola piker yang perlu determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah 
suatu yang  mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan 
suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai 
posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola piker hukum 
yang progresif, tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positiveistis-
praktis yang selama ini diajarkan diperguruan tinggi. 
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BAB IV 
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
A. PENGERTIAN PERATURAN PRESIDEN 
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintah. Materi muatan Peraturan Presiden  berisi materi yang 
diperintahkan oleh Undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan 
Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan peraturan 
pemerintah. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 1 ayat 6 
peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemeritahan.95Maka dapat disimpulkan perpres adalah sebuah peraturan yang 
ditetapkan oleh presiden demi menjalankan peraturan yang lebih tinggi. 
Adapun hirarki dari peraturan perundang undangan sebagaimana yang 
                                                          
95UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan 
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dimaksud dalam UU no 12 tahun 2012 Peraturan Perundang Undangan Pasal 
7 ayat 1 96adalah sebagai berikut: 
1. UUD 45 
2. TAP MPR 
3. UU/PERPU 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden 
6. Peraturan Daerah Provinsi 
7. Peraturan Daerah Kabupaten. 
B. SEJARAH KEMUNCULAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
Pada tanggal 26 Maret 2018 Presiden Joko Widodo telah meresmikan 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (TKA), dan telah berhasil diundangkan sejak 29 Maret 
2018. 
Dua bulan setelah itu, Perpres tersebut akan berlaku. Pertimbangan 
Perpres tersebut adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan 
perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Pada pemerintahan 
sebelumnya telah diundangkan Perpres nomor 72 tahun 2014 tentang 
Penggunaan TKA dengan pertimbangan yang sama. Dengan begitu Perpres 
                                                          
96Ibid 
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yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicabut, dan 
tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018.97 
Namun, masalah tenaga kerja asing ini selalu mengundang pro dan 
kontra di kalangan masyarakat.Perpres tersebut sesuai dengan 
pertimbangannya, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional dan kesempatan kerja 
melalui peningkatan investasi. 
Pada dasarnya semakin tinggi perkembangan ekonomi yang dicapai 
oleh suatu negara, semakin banyak pula peluang kesempatan kerja yang 
tersedia bagi para pekerja baik Tenaga Kerja Lokal (TKL) maupun TKA. 
Pendapat ini umumnya disandarkan pada Hukum Say yang menyatakan 
bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan (supply create it's own 
demand). 
Greenwood dan Mcdowell berpendapat bahwa masuknya TKA dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan 
masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan serta 
pembentukan modal yang terjadi di negara bersangkutan. Sedangkan Jodge 
dan Mancurz berpendapat sebaliknya bahwa masuknya TKA membawa 
pengaruh yang kurang  menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
kesempatan kerja, dan tingkat upah untuk TKL. Kesempatan kerja dan upah 
                                                          
97 Perpres TKA Hanya Permudah Prosedur Izin, Syarat Tidak Dikurangi, Dikutip dari: 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/202630026/perpres-tka-hanya-permudah-prosedur-izin-
syarat-tidak-dikurangi Diakses pada 1 Januari 2019 
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akan mempengaruhi daya beli masyarakat; apabila daya beli masyarakat 
menurun akan mengakibatkan tidak bertumbuhnya perekonomian nasional. 
Dalam sejarah kemunculanya Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terdapat beberapa factor yang 
menjadi penyebaba kemunculanya, yaitu factor internal dan factor eksternal.98 
1. Factor Internal 
Factor internal, internal berasal dari bahasa Inggris intern yang berarti 
menyangkut bagian dalam. Secara istilah factor internal ialah factor yang 
berasal dari dalam.Biasanya factor yang berasal dari perkara itu sendiri atau 
berasal dari diri sendiri. 
Factor internal yang mempengaruhi munculnya Peraturan Presiden no 20 
tahun 2018 ialah, pemerintah menilai perizinan TKA perlu dipermudah untuk 
meningkatkan investasi. Peraturan Presiden ini sekaligus menggantikan 
Perpres no 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
dibuat pada era presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono.99 
Penciptaan lapangan kerja asing juga perlu didorong dari peningkatan 
investasi.Investasi dibutuhkan karena APBN terbatas tidak cukup hanya dari 
                                                          
98 ibid 
99 Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing, dikutip dari: 
http://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/3-/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asingdi akses 
9 Desember 2018. 
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anggaran Negara untuk menciptakan lapangan kerja.Namun meskipun 
mempermudah perizinan tenaga kerja asing, kebutuhan Tenaga Kerja Asing 
diatur secara rinci oleh Perpres Nomor 20 Tahun 2018, dimana tetap 
memperhatikan tenaga kerja dalam negeri.”Karena terdapat tiga isu tenaga 
kerja di Indonesia, yaitu soal kualitas, kuantitas dan persebaran.Mengenai 
kualitas pekerja di Indonesia, kita mempunyai kualitas, namun hanya sebatas 
role model” kata Hanif di dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pada Senin 23 Maret 2018. 
Role Model yang dimaksud Hanif adalah bibit tenaga kerja yang telah 
menunjukan kemampuanya dengan unggul di berbagai banyak bidang tertentu 
dalam skala tak hanya nasional bahkan internasiaonal. Contoh role model  
yang dimaksud oleh Hanif ialah pemenang lomba fisika, matematika, robotic, 
dan kalangan berprestasi lainya.100 
Menurut Hanif orang tersebut sangat lebih dari mampu untuk bersaing 
dengan Tenaga Kerja Asing. Namun masalah muncul ketika jumlahnya role 
model  masih sangat sedikit dan belum dapat dikatakan bisa memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja ketika investor ingin berinvestasi ke Indonesia. Oleh 
karena itu pemerintah harus terus meningkatkan kompetisi tenaga kerja dalam 
negeri melalui berbagai program, salah satunya melalui TKA yang mana 
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tenaga kerja asing dibutuhkan untuk memperlancar investasi yang menjadi 
prioritas pemerintah.101 
Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 merupakan salah satu dari sekian 
upaya pemerintah untuk mempermudah tenaga kerja asing untuk berinvestasi 
di Indonesia. Dalam hal ini peraturan presiden tersebut hanya mempercepat 
seputar prosedur perizinan bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di 
Indonesia, yang dalam hal ini tidak berarti menghilagkan syarat-syarat 
kualitatif untuk TKA, sama sekali persyaratan tersebut tidak dikurangi. Di 
dalam setiap kegiatan investasi yang berjalan di seluruh Indonesia, tatap tidak 
luput dari pertimbangan pemerintah, yaitu tetap lebih memperbanyak tenaga 
kerja dalam negeri dibanding dengan tenaga kerja asing.102 
2. Factor Eksternal 
Factor Eksternal, eksternal berasal dari bahasa Inggris ekstern yang berarti 
menyangkut bagian luar.Secara istilah factor eksternal ialah factor yang 
berasal dari luar.Biasanya factor yang berasal dari luar perkara itu sendiri atau 
berasal dari luar diri sendiri. 
Factor eksternal yang mempengaruhi munculnya peraturan presiden No 20 
tahun 2018 ialah pada Ratifikasi Konvensi Ilo No. 19 Mengenai Berlakunya 
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Perlakukan Yang Sama Bagi Pekerja Nasional Dan Asing Dalam Hal 
Tunjangan Kecelakaan Kerja (Dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan 
Lembaran Negara No. 53, 1929 ) Pada Konperensi Umum Organisasi 
Perburuhan Internasional setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan 
Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan 
sidangnya yang ke-7 pada tanggal 19 Mei 1925,danSetelah memutuskan 
untuk menerima beberapa usulan mengenai perlakuanyang sama bagi pekerja 
nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaanyang termasuk acara ke-2 
dari agenda sidang, dan setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus 
berbentuk KonvensiInternasional, menerima pada tanggal 5 Juni 1925 
Konvensi di bawah ini yang dapatdisebut Konvensi tentang Perlakuan yang 
Sama (Tunjangan Kecelakaan) 1925, untuk diratifikasi oleh Anggota 
Organisasi Perburuhan Internasionalsesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi Organisasi PerburuhanInternasional yang tertuliskan pada: Pasal 1,  
berbicara mengenai  setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang 
meratifikasi konvensi ini akan menjamin agar kepada warga negara dari 
setiapAnggota lain yang telah meratifikasi konvesi ini, mengenai kecelakaan 
kerja yang terjadi dalam wilayahnyaatau kepada tanggungannya, diberikan 
perlakuan yang sama dalamhal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana 
halnya ia memberikannyakepada warga negaranya sendiri.103 
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Kemudian pasal ini juga menyinggung tentang jaminan perlakuan yang 
sama ini harus diberikan kepada pekerja asing dan tanggungan mereka tanpa 
membedakan tempat tinggalnya. Mengenai pembayaran yang harus dilakukan 
oleh anggota atau warganegaranya di luar wilayah Anggota itu dalam 
pelaksanaan azas ini,maka tindakan yang akan diambil harus diatur, jika perlu 
denganperjanjian khusus antara anggota yang bersangkutan.104 
Pada K 97 mengenai migrasi tenaga kerja, pada pasal 1 membahas 
mengenai informasi tentang kebijakan-kebijakan nasional, informasi tentang 
ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan denganmigrasi tenaga kerja 
(perpindahan ke negara lain dengan tujuan untukbekerja), informasi yang 
berkenaan degnan perjanjian-perjanjian yang bersifatumum maupun khusus 
tentang masalah-masalah tersebut yangditetapkan oleh Negara Anggota yang 
bersangkutan. Kemudian pada pasal 2 Setiap Negara Anggota yang terikat 
untuk mematuhi Konvensi ini wajibmengusahakan, atau memastikan 
diusahakannya, pemberian pelayananyang memadai dan Cuma-Cuma untuk 
membantu tenaga kerja migran,khususnya yang berkaitan dengan pemberian 
inforamsi yang tepat danbenar kepada mereka.105 
                                                                                                                                                                     
Pekerja Nasional dan Asing Dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (Dinyatakan Berlaku Bagi 
Indonesia Dengan Lembaran Negara No. 53, 1929) 
104 Ibid 
105 K 97 MIGRASI TENAGAKERJA (EDISIREVISI), 1949 
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Pada K 97 Pasal 3 Anggotan Negara yang terikat untuk mematuhi 
Konvensi ini diwajibkan, sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan 
peraturan-peraturan nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu 
untuk mengoreksi propaganda-propaganda yang menyesatkan yang berkaitan 
dengan emigrasi dan imigrasi. Untuk itu, Negara Anggota tersebut, bersedia 
melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota lainnya yang 
bersangkutan dengan masalah tersebut.106 
Pada K 97 Pasal 4 pada pasal ini mewajibkan untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-
masing, untuk mempermudah pemberangkatan, perjalanan dan penerimaan 
tenaga kerja migran.107 
Pada k 97 Pasal 5 Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi 
konvensi ini wajib, mengusahakan, dalam bawa wewenang dan kedaulatan 
masing-masing, pelayanan medis sebagaimana seharusnya guna memastikan, 
bahwa kondisi kesehatan migran beserta keluarganya yang telah memperoleh 
ijin resmi untuk ikut pindah berada dalam batas-batas kondisi kesehatan yang 
wajar, dan mendapatkan perhatian medis yang memadai.108 
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Pada K 97 pasal 6 Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi 
konvensi iniwajib, tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan, ras, agama 
ataujenis kelamin, untuk memperlakukannya imigran yang masuk 
kenegaranya secara sah tanpa membeda-bedakan dengan warga negaranya 
sendiri.109 
Aspek-aspek ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undangatau 
peraturan-peraturan, atau yang tunduk pada wewenangadministrasi 
pemerintah, seperti:Remunerasi (imbalan), keanggotaan serikat buruh dan hak 
buruh untuk secaraakomodasi 
Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan 
dengankecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, 
kematian,pengangguran dan kewajiban terhadap keluarga, serta kondisi-
kondisitak terduga lainnya yang, menurut undang-undang atauperaturan 
naisonal, berhak atas jaminan sosial. Jaminan social tunduk pada 
keterbatasan-keterbatasan berikut: Dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan 
yang mengaturhak-hak yang telah diperoleh dan hak-hak yang akan diperoleh. 
Undang-undang nasional atau peraturan-peraturan negara-negaraimigrasi 
dapat memprasyaratkan ketentuan-ketentuankhusus yang berkenaan dengan 
pembayaran uang bantuan (benefits).Pajak penghasilan, iuran atau potongan 
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wajib yang harus dibayar.Proses-proses hukum yang berkaitan dengan hal-hal 
yangdisebutkan dalam Konvensi ini. 
Untuk negara-negara dengan sistem pemerintahan federal (Negara 
bagian), ketentuan-ketentuan dalam pasal ini wajib diberkalukan 
sejauhmasalah yang dibahas dalam ketentuan-ketentuan itu diatur oleh hukum 
atau peraturan-peraturan negara bagian yang bersangkutan,atau bila 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu harus tunduk padawewenang 
administrasi pemerintah negara bagian yang bersangkutan.110 
Kemudian pada K122 Konvensi mengenai Kebijakan di Bidang 
Penyediaan Lapangan Kerja Konferensi Organisasi Ketenagakerjaan 
Internasional, pada pasal 1 membahas tentang pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi, menaikkan tingkat kehidupan, memenuhi syarat-
syarat ketenagakerjaan, dan mengatasi masalah pengangguran maupun 
setengah pengangguran (underemployment), pasal ini juga membahas 
mengenai kewajiban setiap anggota untuk menyatakan dan mengusahakan, 
sebagai tujuan utama, suatu kebijakan aktif yang dirancang untuk 
mengupayakan tersedianya lapangan kerja bagi semua pencari kerja yang siap 
dan layak kerja (full employment), tersedianya lapangan kerja yang produktif 
dan dapat dipilih dengan bebas.Kebijakan  ini bertujuan untuk memastikan 
dan wajib mempertimbangkan tahapan dan tingkat perkembanganekonomi 
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yang ada serta hubungan timbale balik antara tujuan penyediaan lapangan 
kerja dengan tujuan-tujuan ekonomi dan social lainnya, selain itu,  kebijakan 
ini wajib diupayakan dengan cara-cara yang sesuai  dengan kondisi-kondisi 
dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara nasional (di masing-masing 
Negara Anggota).111 
Pada pasal 2 K122 ini membahas mengenai setiap negara anggota 
berkewajiban, dengan cara-cara dan dalam batas-batasyangdianggap 
layakmenurut kondisinasional masing-masing. Kemudian terdapat upaya 
untuk memutuskan dan mengkaji ulang, dalam rangka kebijakan social 
ekonomi yang terkoordinasi, langkah-langkah yang akan diambil untuk 
mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Kemudian 
untuk mengambil langkah-langkah tersebut sesuai keperluan, termasuk, 
bilamana perlu, penyusunanprogram-program untuk melaksanakan langkah-
langkah tersebut.112 
Pada Pasal 3 K122 Dalam pelaksanakan Konvensi ini, pihak-pihak 
yang mewakili mereka yang akan terkena dampak pelaksanaan langkah-
langkah tersebut. Semua kalangan pekerja baik pengusaha dan pekerja itu 
sendiri wajib diajak atau ikut serta berkonsultasi mengenai kebijakan di 
bidang penyediaan lapangan kerja, guna mendapatkan masukan mengenai 
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pengalaman dan pandangan mereka, agar mereka mau diajak bekerja sama 
untuk merumuskan dan ikut mendukung kebijakan- kebijakantersebut.113 
Pada Pasal 5 K122 ini menyatakan bahwa konvensi ini mengikat 
hanya bagi Anggota-anggota Organisasi ketenagakerjaan Internasional yang 
ratifikasinya telah didaftar padaDirektur Jenderal. Kemudian konvensi ini 
akan berlaku bagi setiap Anggota dua belasbulan setelah tangal ratifi kasinya 
didaftar. Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
Pada Pasal 6 K122 ini berbicara mengenai  anggota yang telah meratifi 
kasi Konvensi ini dapat juga membatalkannyasetelah melampaui waktu 
sepuluh tahun terhitung sejak tanggalKonvensi ini mulai berlaku, dengan 
menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan 
Internasional untuk didaftar. Namun pembatalan itu tidak akan berlaku hingga 
satu tahun setelah tanggalpendaftarannya. Kemudian setiap anggota yang 
telah meratifikasi Konvensi ini danyang dalamwaktu satu tahun setelah 
berakhirnya masa sepuluh tahun tidak menggunakan hakpembatalan menurut 
ketentuan dalampasal ini, akan terikat untuksepuluh tahun lagi, dan sesudah 
itu dapat membatalkanKonvensi inipada waktuberakhirnya tiap-tiap masa 
sepuluh tahun sebagaimanadiatur dalam Pasal ini.114 
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Pada Pasal 7, 8, 9, dan 10 K122, membahas mengenai berlaku untuk 
Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional yang 
wajibmemberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi 
KetenagakerjaanInternasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan 
pembatalanyang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.Kemudian 
mengenai pemberitahuan DirekturJenderal wajib meminta perhatian Anggota 
Organisasi mengenaitanggal mulai berlakunya Konvensi ini.Direktur Jenderal 
Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajibjuga  menyampaikankepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk didaftarkan.  Pada 
waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor 
KetenagakerjaanInternasional wajib menyampaikan kepada Konferensi 
laporan mengenai pelaksanaan.115 
C. RANAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
Ranah mempunyai arti, elemen atau unsur yang dibatasi, ranah juga 
berate berarti bidang disiplin. Ranah juga dapat diartikan sebagai lingkungan 
yang memungkinkan untuk dijamah, atau yang menjadi bagianya (satuanya). 
 Ranah dalam peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 ialah suatu hal 
yang menjadi bagian atau menjadi sebuah titik tekan bagi Pilpres tersebut 
yaitu tercantum dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 pada: 
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1. BAB II Tentang Penggunaan Tenaga Kerja, yang dibahas dalam Pasal 2, 
3, 4,5 dan 6. Dari beberapa pasal tersebut membahas mengenai 
penempatan TKA pada jabatanya namun tetap mengutamakan tenaga 
kerja Indonesia, dan penempatan tenaga kerja Indonesia pada jabatanya, 
sesuai dengan ketentuan yang ada. TKA,dilarang menempati jabatan-
jabatan tertentu, seperti Menteri yang untuk ditetapkan.116Dalam pasal ini 
titik tekan terdapat pada penempatan jabatan tenaga kerja Indonesia. 
2. Pada pasal 7-13 membahas tentangRPTKA yang mana harus memenuhi 
syarat yaitu telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, 
dengan mengajuka permohonan dengan banyak lampir seperti surat izin, 
dll.namun untuk pembei kerja tidak wajib untuk mempunyai RPTKA 
untuk memperkerjakan TKA. Dalam hal ini titik tekan pada pasal ini yaitu 
prosedur dan syarat mengenai RPTKA kegunaanya dan berlakunya 
dengan syart pmbuatan dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dapat 
memperkerjakan TKA walau dalam keadaan mendesak dengan 
menggunkan RPTKA117 
3. Pada Pasal 14-16 membahas tentang tugs pemberi kerja TKA yaitu 
membacakan data calo tenaga kerja asing, memberi tahukan notifikasi 
megenai penerimaan TKA. Pemberi kerja TKA, wajjib membayar di bank 
yang telah ditentukan oleh menteri. Namun untuk instansi pemerintah, 
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perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan 
TKA tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana kompensasi 
penggunaan TKA. Dalam pasal ini Perpres mempunyi wewenang pada 
tugas pemberi kerja asing, untuk pemenuhan administrasi untuk dirinya 
sendiri sesuai dengan ketentuan yang tellah ditetapkan.118 
4. Pada pasal 17-26 membahas megenai Vitas yang wajib dimiliki oleh 
TKA, yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA terhadap pejabat 
imigrasi yang telah ditunjuk dengan kurun waktu paling lama 2 hari. 
Permohonan vitas juga dapat sekaligus menjadi permohonan itas, yang 
ana proses permohonanya sama dengan Vitas. Itas merupakan 
permohonan ijin tinggal untuk TKA, dengan kurun waku paling lama 2 
tahun pemberian ijin namun dapa diperpanjang sesuai ketentuan undang-
undang. Permohonan Vitas dan Itas dikenakan biaya Penerimaan Negara 
Bukan Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pembiayaan 
ini dilakukan di setiap tahun sesuai jangka waktu kerja TKA. Dalam pasal 
ini lebih menekankan pada persyaratan yang berlaku pada Vitas dan Itas, 
segala prosedur dan ketentuan yang ada, guna Vita dan Itas, hingga 
administrasi pembayaran yang di tulis dalam pasal ini.119 
5. BAB III Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, pada Pasal 26-29 
menyinggung mengenai tugas dari Pemberi Kerja TKA sesuai dengan 
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ktenuan yang berlaku. Adapun penunjukan tenaga Indonesia sebagai  
tenaga pendamping dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian. 
Tenaga lerja Indonesia harus menempuh pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan jabatan dan kedudukan oleh TKA yang dilakukan di dalam 
maupun dilua negeri sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Pada pasal 
ini lebih mematangkan tentang ersiapan Tenaga kerja Indonesia, yang 
mana wajib melaksanakan pendidikan di dalam atau diluar negeri dalam 
mempersiapkan kinerja kerjanya sesuai dengan Undang-Undang, dan 
ditnjukan dengan sertifikat pelatihan.120 
6. BAB IV Mengenai Pelapor. Pada pasal 30-31. Pemberi kerja TKA wajib 
melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap satu tahun sekali kepda 
Menteri. Dalam kotrak kerja akan diakhiri sebelum masa kontrka kerja 
wajib melaporkan pada meteri dan Kepala Kantor Imigrasi di lokasi 
tempat tinggal TKA. Kemudian untuk tugas mentri dan Kepala Kantor 
Imigrasi ialah menyampaikan data kepada unit kerja provinsi kabupaten 
atau kotayang membidangi ketenagakerjaan sesuai denhgan lokasi kerja 
TKA. Pda pasal ini banyak menyinggung tentang wajib nya seorang 
Pemberi Kerja TKA untuk melaporkan  pelaksanaan penggunaan TKA 
kepada mentri, mengenai kontrak kerja yang diakhiri sebelum kontrak 
habis haru dilaporkan kepada menteri dan Kepala Kantir Imigrasi tempat 
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tinggal TKA. Tugas mentri ialah menyampaikan data yang telah 
dilapotrkan oleh Pemberi Kerja TKA kepada unit kerja profinsi sesuai 
domisili TKA bekerja.121 
7. BAB V, PEMBINAAN dan PENGAWASAN. Pada Pasal 32-33 
membahas mengenai pembinaan, pelaksanaan pendidikan, dan pelatihan 
terhadap Pemberi Kerja TKA oleh kementrian yang berwenang di 
bidangnya di profinsi atau kabupaten sesuai dengan kewarganegaraanya. 
Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh:Pengawas 
Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi 
urusan dibidang ketenagakerjaan; danpegawai imigrasi yang bertugas pada 
bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,secara terkoordinasi 
sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Pengawas 
Ketenagakerjaan melakukan pengawasanpada norma penggunaan TKA 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengawasan 
pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh 
PengawasKetenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang 
membidangi urusan di bidangnya.pada pasal ini membahas mengenai 
pembinaan yang dilakukan oleh menteri yang membidangi 
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ketenagakerjaan di provinsi dan kabupatenatau kota sesuai dengan 
kewarganegaraanya. 122 
8. BAB VI Mengenai SANKSI pada Pasal 34 menyatakan bahwa Pemberi 
Kerja TKA yang melanggar ketentuan penggunaan TKA, pelaksanaan 
pendidikan danpelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan pelaporan 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan 
di bidang ketenagakerjaan.Pemberi Kerja TKA yang memberikan 
keterangan tidak benar dalam pernyataan penjaminan atautidak memenuhi 
jaminan yang diberikannya dan TKA yang melanggar ketentuan izin 
tinggalkeimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidangkeimigrasian. Pada pasal ini menunjukan 
bahwa perpres ini mempnyai wewenang untuk memberikan saksi kepada 
Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan penggunaan TKA, sesua 
dengan ketentuan perundang undangan, kemudian pemberi Kerja TKA 
mmberikan keterangan tidak benar mengenai pelanggaran ijin TKA, akan 
dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.123 
D. PRO KONTRA KEMUNCULAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
Penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Presiden Joko Widodo 
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(Jokowi) beberapa waktu lalu telah menimbulkan pro dan kontra di tengah 
masyarakat. Pada beberapa waktu lalu banyak tanggapan mengenai Perpres 
ini yaitu tanggapan pihak pro dan kontra itu sendiri, dari sudut pandang yang 
mempengaruhi masalah tenaga kerja dan tanggapan oleh pengamat dan 
federasi buruh.124 
1. Argumentasi Pihak Yang Mendukung Perpres No 20 Tahun 2018 
Dalam argumenya pihak yang mendukung Peraturan Presiden No 20 
Tahun 2018 ini cenderung tidak teralu mempermasalahkan Perpres ini, malah 
ada beberapa pihak yang malah mendukung Perpres tersebut karena dianggap 
perpres tersebut akan memberikan lebih banyak investasi dari luar negeri ke 
dalam negeri. 
Beberapa pihak, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan 
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) serta instansi lainnya seperti Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap Perpres Nomor 20 tahun 
2018 tersebut bukan sebagai masalah. Malahan Wakil Ketua Umum Kadin 
Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Anton J Supit menyatakan, perpres tentang 
pengaturan TKA ini akan baik untuk perkembangan investasi dari luar negeri 
ke Indonesia. "Perpres ini baik untuk membuka investasi agar para investor 
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asing, tenaga kerja asing tidak ragu-ragu berinvestasi di sini karena kan 
artinya begini, filosofinya perpres ini hanya ingin mempermudah prosedur 
untuk itu, bukan mempermudah persyaratannya," sebut Anton kepada 
Kompas.com, Senin 30 Maret 2018.Menurut dia, adalah hal yang baik jika 
para investor yang tadinya mengurus izin investasi hingga beberapa bulan bisa 
menjadi beberapa hari saja.Karena memang Perpres ini hanya mempermudah 
perizinan investor asing tanpa menghilangkan syarat yang telah 
ditentukan."Kalau ada yang bisa dipersingkat ya dipersingkat, seperti 
misalnya tidak perlu ke luar negeri tiap enam bulan.Nah ini kan 
mempermudah prosedurnya," ucap Anton.125 
Adapun yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 
Keberadaan Perpres 20 Tahun 2018 diyakini politisi Golkar itu untuk 
memperbaiki iklim investasi di Indonesia.“Sejak dahulu, tenaga kerja asing 
khususnya yang expert ini kalau datang ke Indonesia itu bersama para 
pemodal.Bukan datang dan mencari kerja sendiri di Indonesia” jelas 
Airlangga dalam keterangan tertulis, Pada Rabu 25 Maret 2018.126 
Kendati ada perpres tersebut, pemerintah tetap secara ketat menyeleksi 
TKA yang masuk ke Indonesia.Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke 
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Indonesia tidak dilonggarkan.Itu berarti hanya tenaga kerja dengan keahlian 
khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia bisa masuk ke Indonesia. 
Kemudian Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan 
bahwa Perpres Nomor 20 Tahun2018 tidak akan menjadi aturan untuk 
masuknya TKA tanpa kemampuan alias buruh kasar. 
Hanif menyebutkan, keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres 
tersebut adalah semata-mata untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia 
yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan 
pungutan liar (pungli). Dalam penyederhanaan izin ini, lanjut Hanif, tetap 
mencantumkan aturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh TKA, di 
antaranya mempunyai keahlian atau kompetensi, level menengah ke atas, 
hanya menduduki jabatan tertentu, lamanya bekerja, hingga harus membayar 
kompensasi.127 
Bahkan, perpres mengatur harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia 
atau lokal.Hanif mencontohkan, masuknya investasi dari luar negeri ke 
Indonesia membutuhkan tenaga kerja.Misalnya, untuk membangun 
pembangkit listrik, maka dibutuhkan pekerja.Namun pekerja itu tidak semua 
berasal dari Indonesia. "Karena dia (investor) tanam uang triliunan di 
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Indonesia, dia ingin uangnya aman, pekerjaannya selesai secara baik, tepat 
waktu, maka investor mempunyai kepentingan untuk tenaga kerja dari 
pihaknya," ucap dia. 
Namun lanjut Hanif, jumlahnya pun tidak semuanya, jika misalnya proyek 
tersebut membutuhkan 5.000 orang pekerja, maka misalnya investor hanya 
membawa sekitar 300 orang saja atau sebagian kecil, mengingat biaya yang 
harus dipertimbangkan.128 
Jadi berkenaan dengan argument diatas telah dipaparkan bahwa Perpres 
tersebut hanya mempermudah perizinan investor asing, yang mana tetap 
mengetatkan pada persyaratan Tenaga Kerja Asing untuk berinvestasi.Banyak 
pertimbangan juga mengenai tenaga ahli asing, ketika tidak benar-benar 
mempunyai keahlian maka dianggap tidak memenuhi persyaratan.Dan 
mengenai kuantitas, lebih mengutamakan tenaga kerja Indonesia 
sendiri.Perpres tersebut juga bertujuan untuk mengurangi adanya pungli, 
karena berbelitnya perizinan dan pembiayaan yang mahal, maka Perpres ini 
hanya menyederhanakan perihal perizinannya.129 
2. Argumentasi Pihak Yang Mennolak Perpres No 20 Tahun 2018 
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Setelah diputuskanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (TKA) No 20 tahun 2018 yang diterbitkan pemerintah 
ditanggapi beragam oleh berbagai pihak yang kurang setuju bahkan menuai 
penolakan. 130 
Pengamat dan federasi buruh. Peneliti Institute for Development of 
Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, ketika diminta 
tanggapannya menyatakan proses izin TKA yang cepat terkesan merugikan 
pekerja lokal karena kedatangan pekerja asing tak terelakkan. “Apakah 
dengan banjirnya TKA, ekonomi kita akan maju?Belum tentu,” kata Bhima 
kepada BeritaBenar, Senin, 9 April 2018. “Industri manufaktur cuma tumbuh 
4,2 persen dengan proses deindustrialisasi prematur yang terus berjalan. 
Pertumbuhan PDB juga hanya 5 persen.Artinya nggak sinkron kebijakan 
longgarkan TKA dengan produktivitas ekonomi.”131 
Hingga jumlah tenaga kerja asing tahun 2017 mencapai 126.000 orang, 
meningkat 69,85 persen dibanding akhir 2016. Mayoritas mereka berasal dari 
China.Lebih problematis, lanjut Bhima, banyak TKA justru bekerja di bidang 
teknis sebagai buruh kasar.“Harusnya low-skilled worker bisa digantikan 
dengan tenaga lokal.Penegakan hukum kurang tegas di lapangan,” tambah 
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Bhima.“Alih teknologi juga tidak efektif.Keterbatasan bahasa dari TKA dan 
variasi profesi membuat sulit melakukan evaluasi apakah alih teknologi 
berjalan.”132 
Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, mengatakan 
pemerintah hanya berpikir bagaimana menarik investor sebesar-besarnya, tapi 
tidak memikirkan kondisi riil buruh.“Bagi kami, pemerintah tak punya posisi 
tentang pemenuhan hak buruh, baik TKI atau TKA.Jadi tidak ada kebaikan 
yang bisa diharapkan dari Perpres itu,” katanya. (perpres baru) 
DPR menganggap bahwa Perpres tersebut berpotensi melanggar Undang-
Undang Ketenagakerjaan seperti Permenaker Nomor 12 tahun 2013 tentang 
penggunaan bahasa, Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
rencana penggunaan tenaga kerja asing. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 
tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor.6 tahun 2017 tentang arsitek, 
dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. “Ini semua 
untuk membatasi TKA dan memprioritaskan tenaga kerja kita. Mengapa sikap 
pemrintah justru sebaliknya, mengeluarkan Perpres yang mempermudah TKA 
bisa bekerja di Indonesia,” ujar Sigit (Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera)133 
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Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang 
Kulit Indra Munaswar menganggap kalau Perpres 20 tahun 2018 bertentangan 
dengan Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.Indra menggarisbawahi beberapa pasal di perpres tersebut 
yang tidak sesuai dengan UU tersebut.Pertama adalah Pasal 9 Perpres Nomor 
20 menyatakan bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 
merupakan izin bekerja bagi TKA.Hal itu dinilai Indra bertentangan dengan 
Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003."Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa 
pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, dalam penjelasannya RPTK merupakan persyaratan 
untuk mendapatkan izin kerja TKA," ungkap Indra saat ditemui di Jakarta, 
Kamis 26 Maret 2018.134 
Hal lainnya yang berlawanan dengan UU 13/2003 adalah Pasal 10 ayat 1a 
yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA 
untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham, menjabat 
direksi, dan anggota dewan komisaris. 
"Nah ini di UU 13 itu enggak ada pengecualian itu.Semuanya harus punya 
izin. Ya ini okelah kalau alasan untuk tidak mempersulit karena TKA itu 
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pemegang saham, tetapi kan tetap harus ada izinnya lah masa mau masuk 
negeri orang enggak ada izinnya," jelas Indra.135 
Presiden menegaskan, tujuan Perpres soal tenaga kerja asing ditujukan 
menyederhanakan prosedur administrasi.Pasal lainnya yang dinilai Indra 
bertentangan dengan UU 13/2003 adalah Pasal 10 ayat 1c yang menyatakan 
bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk pekerjaan-
pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. 
Pasal itu dinilai Indra tidak menjelaskan secara rinci definisi pekerjaan 
yang dibutuhkan pemerintah itu apa saja. "Ini masih bisa, mestinya kan 
diperjelas di ayat lain tentang apa saja pekerjaan yang masuk kategori 
dibutuhkan pemerintah," sambung dia.Segala pertentangan itu kemudian 
membuat Indra menuntut Presiden Jokowi untuk merevisi perpres tersebut 
agar tak berlarut-larut menjadi polemik.136 
"Kalau presiden masih mau melihat kebaikan ke depan ya perbaiki 
saja, revisi perpres itu dan disesuaikan dengan UU 13 tahun 2003. Jangan 
sampai keluar satu kalimat di perpres itu yang bertentangan dengan UU," ujar 
Indra. 
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Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh sepakat menolak adanya Perpres 
Nomor 20 Tahun 2018. 
Menurut dia, perpres itu berbahaya bagi keberlangsungan para pekerja 
dalam negeri.Meskipun aturan itu membuka peluang investasi, perpres itu 
juga membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar dari pihak asing secara 
masif.137 
"Ancaman investasi China yang datang ke Indonesia itu diiringi 
masuknya unskilled worker yang masif itu mengancam keberlangsungan dari 
lapangan kerja untuk pekerja lokal.Itu persoalannya," ujar Said di Hotel Mega 
Proklamasi, Jakarta, Selasa 24 Maret 2018. 
Selain itu, Said menganggap perpres tersebut tidak diperlukan untuk 
menggaet investasi dari negara lain. Sebab, Indonesia telah memiliki sejumlah 
aturan yang berfungsi mendorong investasi asing. 
Di sisi lain, Said menduga upaya pemerintah meneken perpres ini 
adalah untuk mengakomodasi investasi China dalam pembiayaan proyek-
proyek pembangunan infrastruktur. 
"Jangan-jangan diduga perpres ini sengaja dibuat bukan karena 
kebutuhan, tapi untuk sebuah negosiasi masuknya modal investasi China yang 
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tertunda seperti LRT, kereta api cepat, jalan tol, bendungan dan beberapa 
proyek pelabuhan untuk tol laut," kata Said. 
Harus ada vokasi138 
Dengan banyaknya pendapat yang pro dan kontra tersebut maka para 
pekerja lokal dihadapkan dengan kondisi dilematis.Pemerintah pun kemudian 
dituntut agar bisa menjamin para pekerja lokal untuk tidak tergusur di 
negaranya sendiri.Oleh sebab itu Waketum Kadin Indonesia Bidang 
Ketenagakerjaan Anton J Supit menilai perlu adanya semacam pendididikan 
sejak dini untuk menambah skill atau kemampuan pekerja lokal."Supaya bisa 
bersaing, harus ada vokasi, pengembangan skill buat tenaga kerja lokal.Untuk 
vokasi itu paling penting adalah di pendidikan SMK," ucap Anton. 
Namun demikian, saat ini para lulusan SMK pun tak terjamin 
langsung bisa terjun ke industri.Maka dari itu, Anton menyebutkan perlu 
adanya transformasi sistem dan kurikulum agar para lulusan SMK memiliki 
skill yang benar-benar dibutuhkan oleh industry.Sedangkan dari dunia usaha, 
beberapa perusahaan pun turut memberikan kontribusi agar para pekerjanya 
memiliki kemampuan esktra untuk bersaing dengan TKA.139 
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BAB V 
ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH DAN HUKUM PROGRESIF 
TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
A. Perubahan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 ke Perpres Nomor 20 Tahun 
2018 
1. Pertimbangan Dibuatnya Perpres 
Di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2014 memiliki pertimbangan 
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,perlu menetapkan Peraturan 
Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan 
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping”140 Sedangkan di 
dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ialah menimbang mengenai 
beberapa hal yaitu : 
“bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan 
kesempatan kerja melaluipeningkatan investasi, perlu pengaturan kembali 
perizinan penggunaan tenaga kerja asing, bahwa pengaturan perizinan 
penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta 
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Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, perlu 
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk, peningkatan 
investasi perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing.”141 
 Mengenai pertimbangan kedua Perpres tersebut, bahwa Perpres 
Nomor 72 Tahun 2014 hanya mempertimbangkan mengenai Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 49 mengenai:Ketentuan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan danpelatihan 
tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.142 Hal 
tersebut hanya menitik beratkan kepada penggunaan TKA, pelaksanaan 
pendidikanya serta pelatihan tenaga kerja pendamping,  tanpa 
mempertimbangkan perizinan, perkembangan kebutuhan TKA, dan 
peningkatan investasi yang dipertimbangkan oleh Perpres Nomor 12 
Tahun 2018. 
2. BAB I Tentang Ketentuan Umum. Pasal 1 
Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2014, pada BAB I tentang 
ketentuan umum, pasal 1 tidak dituliskan peraturan mengenai Vitas atau 
Visa Tinggal Terbatas yang tercantum dalam Perpres Nomor 20 Tahun 
2018, pada Pasal 1 ayat 5 “Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya 
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disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan olehpejabat yang 
berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang 
ditetapkan olehPemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan 
bagi Orang Asing untuk melakukanperjalanan ke Wilayah Indonesia dan 
menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalamrangka 
bekerja”143dan mengenai tempat yang ditujukan untuk memeriksa 
imigrasi tidak terdapat dalam Perpres Nomnor 72, yang tercantumkan 
dalam ayat 7 Perpres No 20 tahun 2018 yang berbunyi “Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, 
bandar udara, pos lintasbatas, atau tempat lain yang telah terintegrasi 
dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasiansebagai tempat masuk 
dan keluar Wilayah Indonesia.”144 
3. Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasal 2  
Di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2014 pada Pasal 2 hanya 
mencantumkan mengenai Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi 
Kerja TKA dalamhubungan kerja untuk jabatan tertentu dan 
waktutertentu145, tanpa memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri, 
namun Perpres Nomor 20 Tahun 2018 memberi penjelasan mengenai 
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penggunaan TKA yang akan digunakan atau dipekerjakan dengan 
memperhatikan kondisi pasar dalam negeri.146 
4. Pasal 3 
Pada Pasal 3 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Pemberi Kerja TKA 
menuliskan bahwa, yang brsangkutan mengenai badan hukum yang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan Yayasan, atau badan usaha 
asing yang terdaftar di instansinyalembaga sosial, keagamaan, 
pendidikan, dan kebudayaan;usaha jasa impresariat; danbadan usaha yang 
dalam pasal ini dijelaskan bahwa memperbolehkan mendirikan badan 
hukum dan yayasan asing namun tidak dilarang Undang-Undang147. 
Berbeda dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 yang hanya 
memperbolehkan tanpa menjelaskan ketika terdapat lembaga, yayasan 
atau badan hukum yang dilarang Undang-Undang itu tidak 
diperbolehkan.148 
5.  Jabatan Tenaga Kerja Asing 
Di dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018, pada Pasal 4 dan 5 
membahas mengenai jabatan TKA, yang mana harus tetap mengutamakan 
tenaga kerja Indonesia,  namun ketika tenaga kerja Indionesia belum atau 
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tidak dapat menempati kedudukan atau jabatan tersebut dapat diduduki 
oleh TKA. Pada Pasal ini terdapat juga larangan bagi TKA untuk 
menduduki jabatan yang mengurusi personalia yang ditetapkan oleh 
Menteri.149Namun di dalam Perpres NOmor 72 Tahun 2014 tidak 
membahas mengenai jabatan yang dilarang dan jabatan yang diijinkan 
untuk diduduki oleh TKA. 
6. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 
Pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018,  pada Pasal 7 ayat 2, 
menjelaskan mengenai apa saja yang termuat dalam RPTKA, dan pada 
ayat 3 membahas mengenai pengesahan RPTKA, hanya mengajukan 
peromohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan bukan 
IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) hanya menteri atau pejabat 
yang ditunjuk saja.. Pada ayat 4 menjelaskan mengenai lampiran pada 
permohonan RPTKA kepada Menteri. Pada ayat 5, menjelaskan apa saja 
yang dapat memuat pekerjaan TKA.Pada Pasal 8 dituliskan bahwa 
pengesahan RPTKA diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditujukan 
paling lama dua hari sejak permohonan diterima secara lengkap.150 
Pada perpres Nomor 72 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai 
ketentuan yang terdapat dalam RPTKA, dan permohonan RPTKA 
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ditujukan pada IMTA. Di sini tidak dijelakan mengenai ketentuan kapan 
disahkanya RPTKA151 
7. Adanya Perubahan RPTKA 
RPTKA dapat dirubah ketika terdapat beberapa perubahan, salah 
satunya yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Perpres Nomor 72 Tahun 
2014, yaitu mengenai jumlah jumlah dan kewarganegaraan, tidak di 
jelaskan mengenai jumlah dan kewarganengaraan.152 Namun di dalam 
pasal 11 ayat 2, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan mengenai 
jumlah, jumlah yang dimaksud ialah jumlah TKA yang melebihi jumlah 
TKA dalam RPTKA. Yang dimaksud kewarganegaraan ialah, penunjukan 
tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang diperkerjakan.153 
8. Pekerjaan TKA yang Bersifat Mendesak. 
Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 20 Tahun 2018,  
membahas mengenai ketentuan bagi Pemberi Kerja TKA untuk 
meperkerjakan TKA dalam keadaan mendesak dengan mengajukan 
permohonan yang diajukan kepada Menteri dan pejabat yang ditunjuk, 
dengan kurun waktu paling lama 1 hari bekerja. Pada Pasal 14 ayat 1, 2, 
dan 3, membahas mengenai isi surat permohonan dan prosedur apa saja 
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yang terdapat didalamnya. Kemudian penyampaian penerimaan oleh 
mentri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA paling 
lama 2 hari kerja.154. Pekerjaan TKA yang bersifat mendadak tidak 
dibahas dalam  Perpres Nomor 72 tahun 2014155 
9. Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2014 membahas mengenai IMTA 
pada Pasal 8 dan 9, yaitu bagisetiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki 
IMTA yangditerbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, 
kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud padatidak berlaku bagi 
perwakilan negara asingyang menggunakan TKA sebagai pegawai 
diplomatic dan konsuler. IMTA diberikan untuk jangka waktu paling 
lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.Perpanjangan sebagaimana 
dimaksud diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuantidak 
melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.Dalam hal jabatan komisaris 
dan direksi,perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua)tahun 
dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA. 
Perpanjangan IMTA iterbitkan oleh: Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
untuk TKAyang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi, gubernur atau 
pejabat yang ditunjuk untuk TKAyang lokasi kerjanya lebih dari satu 
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kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau bupati/walikota atau pejabat 
yang ditunjuk untukTKA yang lokasi kerjanya dalam 
satukabupaten/kota.156Pada perpres Nomor 20 Tahun 2018, tidak 
membahas mengenai IMTA, perijinan hanya melalui Menteri dan Pejabat 
yang ditunjuk.157 
10. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Pada Pasal 26 ayat 1 Perpres Nomor 20 Tahun 2018, pada poin c 
yang berbunyi, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia 
kepada TKA158.Pelatihan Pendidikan dan fasilitas seperti ini tidak 
terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 11 Ayat 
1.159 
11. Pembiayaan 
Pada Pasal 35 Perpres Nomor 20 Tahun 2018, terdapat pula arah 
pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden 
yang sah dan tidak melanggar Undang-Undang.  Hal ini tidak terdapat 
dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2014. 
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12. Tabel Perubahan dari Perpres No 72 Tahun 2014 ke Perpres No 20 Tahun 
2018. 
Perbedaan Antar Perpres 
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Perpres Nomor 72 tahun 2014 
1. Pertimbangan Perpres ini ialah target 
Investasi. 
2. Membahas mengenai Vitas pesrsyaratan 
(Pasal 1 ayat 5) 
3. Terdapat tempat penarikan imigrasi 
secara khusus dalam titik-titik yang 
terintegrasi dengan kementrian imigrasi 
(Pasal 1 Ayat 7) 
4. Penggunaan TKA harus berdasarkan 
kondisi pasar (Pasal 2 ) 
5. Terdapat pelarangan pendirian sebuah 
industri, badan hokum, yayasan dan 
lain-lain yang dilarang oleh Undang-
Undang. (Pasal 3 huruf g) 
6. Harusmengutamakantenagakerja 
Indonesia, 
1. Pertimbangan pembuatan 
Perpres ini yaitu adanya UU 
Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 
49. 
2. Visa Tinggal Terbata (Vitas) 
tidak dibahas di Perpres ini, 
(Pasal 1 Ayat 5) 
3. Pada pasal 1 ayat 7 tidak 
membahas mengenai  
4. Hanya mencantumkan 
mengenai penggunaan TKA 
yang dilakukan oleh 
Pemberi Kerja TKA tanpa 
melihat kondisi pasar  (Pasal 
2) 
5. Tidak  mencantumkan 
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danjabatanbelumdapatdidudukitenagake
rja Indonesia, 
bolehdidudukijabantanyaoleh TKA ( 
Pasal 4 Ayat 1 dan 2) 
7. Jabatanpersonaliadilarangdidudukioleh 
TKA. (Pasal 5) 
8. Pembahasan RPTKA lebih mendalam 
dan terperinci serta fungsi RPTKA 
ditambah sebagai ijin, dan IMTA 
ditiadakan karena dirasa cukup 
memperumit perizinan.  
9. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan 
bahasa Indonesia kepada TKA (Pasal  
26 Point c) 
10. Segala pembiayaan yang diperlukan 
pelaksanaan Perpres ini dibebankan 
pada APBN, APBDP, APBDK yang 
sesuai dengan Perundang-Undangan. 
(Pasal 35) 
larangan terhadap pendirian 
industry, badan hukum, 
yayasan dan lain-lain yang 
dilarang undang-undang 
6. Tidak ada kewajiban untuk 
mengutamakan tenaga kerja 
Indonesia, dan jabatan 
belum dapat diduduki tenaga 
kerja Indonesia, boleh 
diduduki jabantanya oleh 
TKA ( Pasal 4 Ayat 1 dan 2) 
7. Tidak ada larangan untuk 
menduduki jabatan 
personalia 
8. Terdapat IMTA untuk 
melakukan perizinan 
penggunaan tenaga kerja 
asing 
9. Dalam Perpres ini tidak 
membahas mengenai 
pelatihan kebahasaan, 
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10. Tidak membahas mengenai 
Pembiayaan pelaksanaan 
perpres ini. 
 
B. Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
1. Analisis Mas}lah}ah Mursalah Tidak Bertentangan dengan Nusus As-
syari>’ah. 
Mas}lah}ah mursalah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab kedua 
penelitian ini disyaratkan untuk tidak bertentangan dengan nususas-
syari>’ah yaitu quran dan hadist. Adapun tidak menjadi sebuah keabsahan 
ijtihad dikala mas}lah}ah mursalah ini telah terdapat pembahasanya di 
dalam nusus as-syari>’ah.160 
Dalam penelitian ini tidak diketemukan satupun penjelasan 
mengenai ketentuan hukum dalamnusus as-syari>’ah.Hal ini menjadi salah 
satu persyaratan untuk dapat melakukan ijtihad dengan metode maslahah 
mursalah telah terpenuhi.Adapun metodologiijma>’ dan qiya>s jikalau tidak 
diketemukan dalam nusus as-syari>’ahmaka tidak dapat dilakukan 
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dikarenakan tidak adanya ketentuan-ketentuan yang ada didalam nusus as-
syari>’ah.161 
2. Analisis Mas}lah}ahditinjau dari Perubahan (Mas}lah}ahMutagayyirah) 
Dalam mas}lah}ah mursalah sendiri sebagaimana telah diasampaikan 
diatas, telah difahami bahwa terdapat maslahah yang tidak terikat zaman 
atau biasah disebut mas}lah}ahmutaghayyirah.Adapun 
mas}lah}ahmutaghayyirah sering kali terdapat dalam perkara perkara 
muamalah dan perkara adat/tradisi. Hukum Islam sendiri sangat fleksibel 
dengan pengaruh pengaruh baru dengan ketentuan tidak melanggar 
ma>qa>sid khamsah dan nusus as-syari>’ah. Dalam kaidah us}u>l pun 
disebutkan  
متدتاااتدوجااهحلاتاع اردياض لحتا
Sebagaimana gagasan diatas dapat diklasifikasikan perpres ini 
termasuk dalam bagian yang belum ditentukan dan dapat berubah sesuai 
dengan zamanya. Adapun perubahan perubahan dari perpres nomor 72 
tahun 2014 ke perpres nomor 20 tahun 2018 merupakan penambahan-
penambahan untuk memperketat persyaratan dalam proses penggunaan 
tenaga kerja asing, dan memperingkas prosedur perizinan penggunaan 
tenaga kerja asing. 
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Meninjau gagasan diatas maka dapat dianggap bahwa perpres 
nomor 20 tahun 2018 telah memenuhi ketentuan-ketentuan mas}lah}ah 
mutaghayyirah. 
 
 
3. Analisis Mas}lah}ah ditinjau dari Kandunganya (Mas}lah}ahAmmah atau 
Khassah) 
Dalam kajian mas}lah}ah mursalah terdapat pengklasifikasian 
mas}lah}ah ditinjau dari kandungan maslahah menyasar terhadap siapa saja 
yang menerima fatwa. Klasifikasi tersebut yaitu sasaran demi kepentingan 
umum atau dalam kepentingan khusus sebagaimana kaidah us}u>l.162 
Dengan terdapatnya kaidah tersebut maka perlu diklasifikasikan 
standart kepentingan. Klasifikasi tersebut akan dijelaskan kadalam tabel 
berikut : 
No. Putusan Mas}lah}ah‘Ammah Mas}lah}ah Khassah 
1.  
Keluarnya putusan 
disebabkan keinginan untuk 
kehadiran investasi untuk 
negara 
V - 
2.  
Terdapat penambahan 
ketentuan vitas untuk 
penataan administrasi demi 
kelangsungan umum 
V - 
3.  
Penentuan pemeriksaan 
secara khusus bagi TKA 
V - 
                                                          
162Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid 1, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 116 
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4.  
Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing Harus telah Mengkaji 
Ketersediaan Tenaga Kerja 
Lokal Telah Benar-Benar 
Tidak Ada 
V - 
5.  
Pelarangan pendirian instansi 
asing yang dilarang negara 
V  
6.  
Pelarangan jabatan Personalia 
dipegang oleh TKA 
V  
7.  
Memperpendek prosedur 
dengan menghilangkan 
IMTA dan di formulasi ulang 
dalam RPTKA 
V  
8.  
Penambahan Penjelasan 
Mengenai Mekanisme 
RPTKA 
V  
 
dengan ini dapat dinilai bahwa fungsi sebuah negara untuk dapat 
menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang melindungi segenap bangsa 
telah dapat dianggap memenuhi persyaratan mas}lah}ahammah atau 
kemaslahatan umum dan bukanlah kemaslahatan khusus.163 
Sedangkan dalam kajian keadilan dalam metode ijtihad mas}lah}ah 
mursalah yaitu dikaji dengan memastikan tidak ada kemadharatan yang 
terjadi, serta harus meniadakankemadharatan yang terjadi sebagaimana 
kaidah us}u>l.164 
لح يرلمتاب جااادس فلمتاعودا
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Dengan ini perlu dikaji mengenai kemadharatan yang harus 
ditiadakan. Adapun klasifikasi dari  kemadharatan yang ditiadakan akan 
dijelaskan dalam tabel berikut: 
No. Putusan Mudharat Yang Dihindarkan 
1.  
Keluarnya putusan disebabkan 
keinginan untuk kehadiran investasi 
untuk negara dengan mempermudah 
perizinan dan tetap memperketan 
persyaratan 
Menghindarkan dari Negara 
dari kemungkinan tertutupnya 
peluang negara asing untuk 
melakukan investasi terhadap 
negara indonesia 
2.  
Terdapat penambahan ketentuan vitas 
untuk penataan administrasi demi 
kelangsungan umum 
Tertutupnya peluang TKA 
untuk memperlama masa kerja 
dan kemungkinan menutup 
peluang kerja bagi TKL 
3.  
Penentuan pemeriksaan secara khusus 
bagi TKA 
Mencegah tidak terpenuhinya 
persyaratan- persyaratan untuk 
menjadi TKA yang 
diperkerjakan di Indonesia 
serta menutup kemungkinan 
tindakan-tindakan melanggar 
hukum semisal membawa 
narkoba, senjata api dll. 
4.  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
Harus telah Mengkaji Ketersediaan 
Tenaga Kerja Lokal Telah Benar-
Benar Tidak Ada 
Mencegah masuknya TKA 
yang berlebihan dan 
memastikan TKL mendapatkan 
pekerjaan terlebih dahulu 
5.  
Pelarangan pendirian instansi asing 
yang dilarang negara 
Mencegah terjadinya tindakan-
tindakan yang tidak diinginkan 
semisal ISIS untuk 
berkembang 
6.  
Pelarangan jabatan Personalia 
dipegang oleh TKA 
Mencegah kemungkinan 
pembatasan kesempatan kerja 
bagi TKL 
7.  
Memperpendek prosedur dengan 
menghilangkan IMTA dan di 
formulasi ulang dalam RPTKA 
Mencegah Pengeluaran 
Anggaran yang berlebihan dan 
mengulur waktu yang cukup 
lama, sehingga berimbas pada 
banyaknya APBN yang harus 
dikeluarkan 
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Menilik tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa mudharat yang 
dimungkinkan terjadi jika tidak diterbitkanya putusan ini maka asas 
mas}lah}ah mursalah telah terpenuhi. 
4. Analisis Mas}lah}ah Tidak Bertentangan Dengan Maqa<s}id Asy-syari>’ah 
Maqa<s}id asy-syari>’ahmerupakan sebuah mizan dalam merumuskan 
sebuah hukum islam. Dalam maqa<s}id asy-syari>’ah terdapat lima perkara 
yang terkadung : yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, 
menjaga kehidupan, menjaga harta. Kelima aspek tersebut dalam 
mas}lah}ah mursalah selalu dikaitkan karena mas}lah}ah mursalah merupakan 
sebuah metode ijtihad bukanlah sebuah nusus as-syari>’ah. Maka menjadi 
logis untuk terdapat sebuah mizan untuk menjaga hukum hasil ijtihad.165 
Dalam pembahasan perpres tersebut jika dianalisis lebih kepada 
kajian menjaga harta.Adapun arah dari khifdzul maal atau menjaga harta 
jika ditarik dalam kajian perpres dapat disimpulkan lebih membahas 
mengenai ketersediaan peluang kerja dan mekanisme tenaga kerja asing. 
Perpres nomor 20 tahun 21018 tentang penggunaan tenaga kerja 
asing disebutkan mengenai “penggunaan tenaga kerja asing harus 
memperhatikan peluang kerja tenaga kerja lokal”. Pasal tersebut lebih 
tepat pada proses penjagaan harta dimana jika tidak terdapat kesempatan 
kerja maka dipastikan bahwa manusia akan tertutup peluang untuk 
                                                          
165Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 79. 
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mendapatkan harta dan jika tidak mendapatkan harta maka komponen 
maqa<s}id asy-syari>’ah yang lain pun tergangu, seperti khifdzul nafs, khifzul 
nasl, khifzud din dan khidzul ‘aql.166 
Ketentuan lain dalam perpres nomor 20 tahun 2018 juga 
menerangkan mengenai beberapa prosedur perizinan melaui RPTKA. Jika 
dianlisis secara mendalam fungsi RPTKA adalah mencegah terjadinya 
penggunaan tenaga kerja asing diluar prosedur.Hal ini juga berpengaruh 
kepada peluang tenaga kerja lokal.Maka ketika ditarik dalam kajian 
maqa<s}id asy-syari>’ah dapat dipastikan bahwa kajian ini lebih tepatnya 
masuk sebagai komponen menjaga harta sebagaimana dijelaskan 
diparagraf diatas.167 
Menilik perpres ini terdapat sebuah kebijakan dimana IMTA 
ditiadakan. IMTA ditiadakan dikarenakan pertimbangan untuk membuat 
proses perizinan tidak terlalu rumit. Andaikan masih terdapat IMTA maka 
kemungkinan untuk kehilangan potensi investasi akanberkurang, 
kemungkinan mendapatkan kecakapan dari transfer of knowlage hilang, 
dan dengan rumitnya perizinan tersebut maka akan menghabiskan dana 
APBN, APBDprof, APBD kab-kota akan menjadi semakin besar serta 
dapat dimungkinkan terjadinya pungli di dalam proses perizinan tersebut. 
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dengan menilik kondisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa 
h{ifdzulmaaldan h{ifdzul aql telah terpenuhi.168 
 
C. Analisis Hukum Progresif Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
Sebagaimana kajian dalam bab III mengenai hukum progresif dalam 
memaknai sebuah hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengeantarkan 
manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera danmembuat manusia bahagia. 
Dalam kajian tersebut juga dikenali istilah hukum pro rakyat dan hukum yang 
pro keadilan dimana dalam pembahasan lain hukum adalah sebuah institusi 
yang bergerak untuk melindungi masyarakat.169 
Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing 
merupakan pembaharuan dari perpres nomor 72 tahun 2014 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta PelaksanaanPendidikan Dan Pelatihan 
Tenaga Kerja Pendamping yang dirasa perlu diperbaiki dikarenakan konten 
pembahasan terlalu rumit dan beberapa aspek vital tidak terbahas. Seperti, 
pembahasan mengenai ketersediaan tenaga kerja lokal harus diutamakan. 
Dalam perpres nomor 72 tahun 2014 tidak dibahas mengenai hal-hal tersebut, 
sehingga menjadi sebuah keniscayaan peluang tenaga kerja masih belum 
                                                          
168Ibid 
169SatjiptoRahardjo, HukumProgresif :SebuahSintesaHukum Indonesia, (Yogyakarta: 
GentaPublising, 2019), hlm. 2 
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tercover. Melihat hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi tenaga kerja 
lokal maka dalam kacamaata hukum progresif kemunculan perpres nomor 20 
tahun 2018 menjadi sebuah angin segar dan keniscayaan yang harus terjadi. 
Karena pembahasan secara spesifik mengenai ketersediaan pekerjaan telah 
tertuangkan dalam pasal 2 ayat 2.Hal ini telah memenuhi aspek penting yaitu 
keadilan dalam berhukum.170 
Ruang lingkup lain yang dibahas dalam perpres nomor 20 tahun 2018 
tentang target investasi kepada Negara menjadi sebuah pertimbangan khusus. 
Dalam percepatan untuk mengejar ketertinggalan Negara Indonesia menjadi 
sebuah keniscayaan dana yang cukup tinggi yang perlu dikocek oleh 
pemerintah. Dimana menjadi logis investasi tinggi menjadi sebuah kebutuhan 
primer bagi Negara Indonesia. Perpres nomor 20 tahun 2018 membuat sebuah 
gagasan penyederhanaan prosedur perizinan dengan ditetapkanya perizinan 
hanya dalam kurung 2 hari masa kerja sudah dapat terselesaikan dan 
penghilangan prosedur IMTA yang dirasa sama dengan fungsi RPTKA. Hal 
ini juga dapat dikatakan sejalan dengan asas hukum progresif dimana hukum 
yang bertujuan untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat.171 
                                                          
170Perpres TKA Hanya Permudah Prosedur Izin, Syarat Tidak Dikurangi, Dikutip dari: 
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Dalam kajian hukum progresif juga memandang pelarangan jabatan 
personalia yang tercantum dalam perpres nomor 20 tahun 2018 bagi tenaga 
kerja asing merupakan sebuah manufer yang bijak. Dilihat dari aspek 
kepedulian terhadap rakyat kebijakan ini menjadi sangat penting dalam 
perpres tersebut.Pertimbangan mendasar kenapa dimunculkan peraturan ini 
adalah jabatan personalia merupakan jabatan yang menangani terkait dengan 
kepegawaian. Andaikan jabatan tersebut tidak terdapat pelarangan maka 
kemungkinan keberpihakan terhadap TKL akan lebih rendah. Maka 
keberpihakan Negara dalam perumusan perpres ini sudah sebagaimana 
mestinya dengan melihat aspek keadilan, kesejahteraan dan kepedulian 
terhadap rakyat. 
Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan dikeluarkanya perpres 
nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing sudah sesuai 
dengan asas hukum progresif.Sebagaimana dalam paragraf diatas telah 
dijelaskan aspek-aspek keadilan telah terpenuhi, aspek kesejahteraan telah 
terpenuhi dan aspek kepedulian terhadap rakyat telah terpenuhi.172 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Uraian-uraian yang dapat disimpulkan dari  permasalahan yang ada 
dalam skripsi ini antara lain: 
1. Kehadiran Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 72 
Tahun 2014 Tentang  Penggunaan Tenaga Kerja, Serta Pelaksanaan 
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. 
2. Mas}lah}ahdari perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga 
kerja asing 
a. Kemungkinan investasi meningkat dikarenakan kemudahanya 
prosedur perizinan yang harus ditempuh. 
b. Tenagakerjalokalmenjadiprioritas 
c. Pelaranganjabatanpersonaliabagi TKA 
3. Mudharat yang dihindarkan dari kemunculan Perpres nomor 20 tahun 
2018 
a. Menghindarkan dari Negara dari kemungkinan tertutupnya peluang 
negara asing untuk melakukan investasi terhadap negara indonesia 
b. Tertutupnya peluang TKA untuk memperlama masa kerja dan 
kemungkinan menutup peluang kerja bagi TKL. 
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c. Mencegah tidak terpenuhinya persyaratan- persyaratan untuk 
menjadi TKA yang diperkerjakan di Indonesia serta menutup 
kemungkinan tindakan-tindakan melanggar hukum semisal 
membawa narkoba, senjata api dll. 
d. Mencegah masuknya TKA yang berlebihan dan memastikan TKL 
mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu 
e. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan 
semisal ISIS untuk berkembang 
f. Mencegah Pengeluaran Anggaran yang berlebihan dan mengulur 
waktu yang cukup lama, sehingga berimbas pada banyaknya APBN 
yang harus dikeluarkan 
Maka dapat disimpulkan bahwa perpres nomor 20 tahun 2018 tentang 
penggunaan tenaga kerja asing telah memenuhi standart diwajib untuk 
diterbitkan perspektif maslahah mursalah. Serta perubahan dari pepres nomor 
72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing, serta pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping dan pelatihan perpres 
nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerjaasing telah memenuhi 
kewajiban sebagai sebuah hukum perspektif hukum progresif dikarenakan 
aspek keadilan kesejahteraan dan kepedulian telah terpenuhi. 
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B. SARAN 
Setelah diuraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran  yang 
yang diperlukan adalah sebagai berikut: 
1. Revormulasi hukum haruslah terus ditempuh demi menjawab dinamika 
manusia yang amat dinamis. 
2. Kehadiran tenaga kerja asing benar-benar difungsikan sebagai unit 
transfer of khowlage bagi para tenaga kerja pendamping. 
3. Bagim asyarakat diharapkan mampu untuk turut serta selalu 
berkontestasi dan meningkat kan kapasitas masing-masing individu. 
4. Bagi pemerintah diharus kan untuk selalu memberikan pelayanan yang 
maksimal bagi tenaga    kerja lokal apabila terdapat penyalah gunaan 
fungsi TKA. 
5. Bagi MUI perlu untuk diberikan rule bagi masyarakat dan pemerintah 
untuk mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja,
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia
usaha;
e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan
pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut
dan/atau ditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf
a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang
Ketenagakerjaan;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33
ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
5. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang
berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna
tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos
kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi
jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah
bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam
proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan
atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga
kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,
dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari
pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha,
serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban
kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau
memperlambat pekerjaan.
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan
pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.
31. 31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam
lingkungan kerja yang aman dan sehat.
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan.
Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.
BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun
perencanaan tenaga kerja.
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan
yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi
:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak
yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB V
PELATIHAN KERJA
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesejahteraan.
Pasal 10
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha,
baik di da-lam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar
kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui
pelatihan kerja.
Pasal 12
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai
dengan bi-dang tugasnya.
Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga
pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin
atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan
kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
Pasal 16
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja
pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas unsur
masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Kepu tusan Menteri.
Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat
menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam
pelaksanaannya ternyata :
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap
program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
15.
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi
saran per baikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program
pelatihan.
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan
kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan
izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan
pembatalan pen daftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja
yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta,
atau pelatihan di tempat kerja.
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi
kompe tensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga
kerja yang telah berpengalaman.
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang
inde penden.
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis,
derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan,
dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan
pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
Pasal 22
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha
yang di buat secara tertulis.
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh
perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 23
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
Pasal 24
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
Pasal 25
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan
harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah
Indo nesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
program pemagangan.
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus
memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.
Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan
koordinasi pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja
nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud da lam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 29
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan
pemagangan.
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas,
dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui
pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju
terwujudnya produktivitas nasional.
Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk
lembaga pro duktivitas yang bersifat nasional.
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan
pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan,
atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Pasal 32
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan
setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat
sesuai de ngan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja
dan penye diaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Pasal 34
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Pasal 35
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan
perlindu ngan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib
memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik
mental maupun fisik tenaga kerja.
Pasal 36
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu
dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.
Pasal 37
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam
melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 38
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a,
dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau
keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari
tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk
mewujudkan per luasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu
dan mem berikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau
mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
Pasal 40
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang
produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan teknologi tepat guna.
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya,
penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang
dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
Pasal 41
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan
koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan
negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan
konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak
dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya me muat keterangan :
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan
yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-
badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur
dengan Keputu san Menteri.
Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja
asing.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang
menduduki ja batan direksi dan/atau komisaris.
Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-
jabatan ter tentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri
Pasal 47
(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
instansi pe merintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial,
lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing
ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
Pasal 49
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,
dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
Pasal 54
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh
ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2
(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing
masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak
tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian
terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya
secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua)
tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama
3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab
pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-
hak pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat
mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak
haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan
kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat
keterangan :
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.
Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat
secara tertulis.
Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui
perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana
dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka
demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan
beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi
kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan
proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan lang-sung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul
menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang
bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib
memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d
serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh
dan perusahaan pemberi pekerjaan.
BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Anak
Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur
antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan
ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam
ayat (1) ha-rus memenuhi persyaratan :
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang
bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum
pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi
syarat :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu
sekolah.
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja
anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 75
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan
kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan
dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan
pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 4
Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha
atau peker-jaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari
dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2
(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja
selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan
pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan
dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Pasal 81
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum
saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat
1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya
untuk menyusui anaknya  jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79  ayat (2) huruf   b, c, dan d,  Pasal  80, dan Pasal 82  berhak mendapat upah penuh.
Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila
jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus- menerus atau
pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar  upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Pasal 86
(1)  Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a.   keselamatan dan kesehatan kerja;
b.   moral dan kesusilaan; dan
c.   perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengupahan.
Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2)
meliputi :
a.   upah minimum;
b.   upah kerja lembur;
c.   upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d.   upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e.   upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f.    bentuk dan cara pembayaran upah;
g.   denda dan potongan upah;
h.   hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i.    struktur dan  skala pengupahan yang proporsional;
j.    upah untuk pembayaran pesangon;  dan
k.   upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  huruf  a
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.
Pasal 89
(1)  Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  88  ayat (3)   huruf  a   dapat  terdiri atas :
a.   upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b.   upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah  minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada   pencapaian kebutuhan
hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 dapat dilakukan  penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang
ditetapkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan
pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 92
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan  golongan,  jabatan, masa
kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan  kemampuan
perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 93
(1) Upah  tidak  dibayar  apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar
upah apabila :
a.  pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b.  pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan;
c.  pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan,
membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau
anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah
meninggal dunia;
d.  pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban
terhadap negara;
e.  pekerja/buruh  tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang
diperintahkan agamanya;
f.   pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak
mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat
dihindari  pengusaha;
g.  pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h.  pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha;
dan
i.   pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf  a sebagai berikut :
a.   untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b.   untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c.   untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d.   untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan
hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :
a.   pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b.   menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c.   mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d.   membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e.   isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f.   suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2
(dua) hari; dan
g.  anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2) ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 94
Dalam  hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan  tetap maka besarnya  upah
pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan
tetap.
Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam
pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang
yang didahulukan pem-bayarannya.
Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan
kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu    2 (dua)  tahun sejak  timbulnya
hak.
Pasal 97
Ketentuan  mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak,
dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,  dan pengenaan denda  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan
ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk
Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,
sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan
dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib
menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilak?sanakan
dengan  memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusa?haan.
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan
pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-
usaha produktif di perusahaan.
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya
menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102
(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan,
memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban
demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai
fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan
memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Pasal 103
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. embaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 104
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat
buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan
keuangan organisasi termasuk dana mogok.
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dalam ang-garan dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
Pasal 105
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ber-laku.
Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib
membentuk lembaga kerja sama bipartit.
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum
komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara
demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama
bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah
dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha,
dan seri-kat pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
Pasal 108
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib
membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi peru-sahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
Pasal 109
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan.
Pasal 110
(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka
wakil pe-kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat
pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil
pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara
demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 111
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah
habis masa berlakunya.
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di
perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha
wajib melayani.
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka
waktu berlakunya.
Pasal 112
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan
ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara
tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan.
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh
pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali
peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat
dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat
pengesa-han dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 114
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 116
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara
musya-warah.
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis
dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia,
maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 117
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
Pasal 119
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat
pekerja/seri-kat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan
perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50%
(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh
dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk
merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 120
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang
berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat
pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima
puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili
dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka
para seri-kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan
secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 121
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal
120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh
panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh
yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan
pengusaha.
Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa
berlakunya pa-ling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga)
bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka
perjan-jian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut
batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 125
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka
perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang
sedang berlaku.
Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang
ada da-lam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama
atau peru-bahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap
pekerja/ buruh atas biaya perusahaan.
Pasal 127
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan
perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan
dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi
hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 129
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, selama di
perusa-haan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersama
diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 130
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,
maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan
ketentuan dalam Pasal 119.
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh
dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120
ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan
oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang
membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara
proporsional.
(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat
buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120
ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan
menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 131
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan
perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan
mempunyai perjan-jian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah
perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai
perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja bersama
maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger)
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
Pasal 132
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama
selan-jutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 134
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah
wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pasal 135
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan
industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Bagian Kedelapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Paragraf 1
Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 136
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
Paragraf 2
Mogok Kerja
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh
lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar
hukum.
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi
atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatan-nya membahayakan keselamatan
jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau
membahayakan keselamatan orang lain.
Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat
pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat
pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau
penanggung jawab mogok kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi
menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan
sementara dengan cara :
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi;
atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.
Pasal 141
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan
dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka
harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan,
maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera
menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau
penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara
atau dihentikan sama sekali.
Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
dan Pa-sal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 143
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk
mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan
pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan
damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 144
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140, pengusaha dilarang :
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar
perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan
hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak
mendapatkan upah.
Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (lock-out)
Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh
sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan
balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh.
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa
manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi,
pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.
Pasal 148
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out)
dilaksanakan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau
pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 149
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan
(lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan
dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang
menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka
harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan,
maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera
menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan
perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama
sekali.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan
apabila :
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang
ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya
harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,
maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan
persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh
setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan
hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat
buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di
dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang
bersangkutan.
Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara
tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.
Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3)
batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan
hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima
pekerja/buruh.
Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon
dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut
:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan
upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan
upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
sebagai be-rikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6
(enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana
pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada
pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan
subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus
dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-
rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari
ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah
borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang
milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai
berikut :
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang
bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib
memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan
takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6
(enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha
wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan
pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(4).
Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama
6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak
me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
syarat :
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan
tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi
peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
dalam Pasal 156 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal
156 ayat (4).
Pasal 164
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan
keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang
pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4).
Pasal 167
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program
pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program
pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang
pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang
iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan
dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan
kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 168
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan
secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2
(dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan
mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan
diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan
sebagai berikut :
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;
atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh
berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (3).
Pasal 170
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal 151 ayat (3) dan
Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar
seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.
Pasal 171
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.
Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat
mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan
uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).
BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 173
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan
ketena-gakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut-sertakan organisasi
pengusaha, seri-kat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu
dan terko-ordinasi.
Pasal 174
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi peng-usaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 175
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa
dalam pem-binaan ketenagakerjaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang,
dan/atau bentuk lainnya.
BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.
Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputu-san Presiden.
Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada
pemerintah provin-si dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Men-teri.
Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai
pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 181
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud
dalam Pasal 176 wajib :
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 182
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas
ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana
di bidang ketenaga-kerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang ketenagakerjaan; dan
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang
adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat
(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 186
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44
ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2),
Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38
ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114,
dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 189
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2),
Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan
Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang
ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192
Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan
Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas
Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. 5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor 2);
8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat
Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 598a);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 8 );
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun
1963 Nomor 67);
12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2912);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 193
Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 72 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING 
Menimbang 
Mengingat 
Menetapkan 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; 
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN 
TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA 
PENDAMPING. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 
1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA 
adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia. 
2. Tenaga ... 
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2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja 
Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai 
pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih 
keahlian. 
3 . Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 
disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
4. Rencana Penggunaan 
selanjutnya disingkat 
Tenaga Kerja Asing yang 
RPTKA adalah rencana 
penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat 
oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu 
yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. 
5. Izin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat 
IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya 
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam 
jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 
BAB II 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
Pasal2 
Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam 
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu 
tertentu. 
Pasal 3 ... 
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Pasal3 
Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi: 
a. instansi pemerintah, perwakilan negara asmg, badan-
badan internasional; 
b. kantor perwakilan dagang asmg, kantor perwakilan 
perusahaan asing dan kantor berita asing yang 
melakukan kegiatan di Indonesia; 
c . perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia; 
d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 
Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di 
instansi yang berwenang; 
e . lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan 
kebudayaan; dan 
f. usaha jasa impresariat. 
Pasal4 
(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan 
penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis 
jabatan yang tersedia. 
(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, 
jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. 
Pasal 5 
( 1) Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang 
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
sebelum mempekerjakan TKA. 
(2) Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(3) RPTKA ... 
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(3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA. 
Pasal 6 
Kewajiban memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, 
perwakilan negara asing, dan badan -badan in ternasional. 
Pasal 7 
(1) RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling 
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang sama dengan memperhatikan 
kondisi pasar kerja dalam negeri. 
(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan perubahan, meliputi: 
a. alamat perusahaan; 
b . nama perusahaan; 
c. jabatan; 
d. lokasi kerja; 
e . jumlah TKA; dan/ atau 
f. kewarganegaraan . 
(3) Perpanjangan dan/ a tau perubahan RPTKA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
wajib mendapat pengesahan dari: 
a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau 
b . gubernur atau pejabat yang ditunjuk, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 8 ... 
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Pasal8 
(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang 
diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing 
yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik 
dan konsuler. 
Pasal9 
(1) IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun dan dapat diperpanjang. 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan 
tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA. 
(3) Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, 
perpanJangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) 
tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 
berlakunya RPTKA. 
(4) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diterbitkan oleh: 
a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA 
yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi; 
b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA 
yang lokasi kerjanya lebih dari satu 
kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 
c . bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk 
TKA yang lokasi kerjanya dalam satu 
kabupaten/kota. 
Pasal 10 ... 
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Pasal 10 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan 
TKA diatur dengan Peraturan Menteri . 
BAB III 
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
TENAGA KERJA PENDAMPING 
Pasal 11 
(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: 
a . menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga 
Kerja Pendamping; dan 
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi 
dan/ atau komisaris. 
Pasal 12 
Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja 
Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih 
keahlian. 
Pasal 13 
(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di 
dalam dan/ atau di luar negeri. 
(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
-. dengq.n ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 14 .. . 
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Pasal 14 
Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
mendapat sertifikat pelatihan dan/ atau sertifikat 
kompetensi sesua1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN 
Pasal 15 
Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas 
yang membidangi ketenagakerjaan di provms1 dan 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 
Pasal 16 
Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan TKA serta 
pelaksanaan pendidikan clan pelatihan tenaga kerja 
pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden m1 dilakukan oleh pegawa1 pengawas 
ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
di provms1 dan kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya. 
BABV ... 
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BABV 
PELAPORAN 
Pasal 17 
(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan 
penggunaan TKA setiap 6 (enam) bulan kepada 
Menteri. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan 
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 
pendamping. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 18 
Pada saat Peraturan Presiden m1 mulai berlaku, 
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 19 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Presiden 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Juli 2014 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 
pad a tanggal 11 Juli 2 0 14 
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